
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065- IS4TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN iNTfu\
JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

l,a.mpiran : t (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun Anggaran 2O23 dan Rancangan
Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom lrian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang....... / 2
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 155, Tambahan
lembarart Negara Republik lndonesia Nomor 6697);

3. Undalg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Ta}run 2O2l
tentanS Harmonisasi Peraturan Perpajakan (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakaa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 I
Nomor 246, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O I I
Nomor 82, Tambahan [,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 terl.tar,€ Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor L2 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara
Republik lndonesia T*run 2O22 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 lefiang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-UndanC....... I 3
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2O19 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Daiam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahwn 2022 Nomor 158, Tambahan
lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 68O4);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor lO9 Tahun 2O0O tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O 10 tentang
Staldar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO6,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6O57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ra$at Daerah Administratif
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah......./4



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pen)rusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197l.;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2018 Nomor I09, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O20 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O20 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 202O tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lrmbararl Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 186, Tambahan
kmberan Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijalan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

19. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 202 I tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r1;

20. Peraturan Pemerintah....... / 5
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2O. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O213
Nomor 85, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6881);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

22. Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O l7 Nomor lO67);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasihkasi, Kodefrkasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomorl447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O20
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2O19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 202O
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O21 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 202O tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

27. Peraturan Menteri......./ 6



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 202 I
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahurr 2O22 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peratwan Bupati Intan
Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah 2O23, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

Bupati intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Intan Jaya segera menindaklanjuti
hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Inta-n Jaya tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2O23 dan Rancangan Peraturan Bupati
Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggarar
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Oc3
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,
KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Bupati Intan Jaya bersama Deu'an Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Intan Jaya wajib melakukan
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil
eva.luasi serta disampaikan kembati kepada Gubernur
untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT :......./7
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Intan Jaya dan Desran Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Intan Jaya, dan Bupati lntan Jaya
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 menjadi Peraturan
Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten
Intan Jaya tentErng Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati lntan Jaya segera menyampaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati
Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intar Jaya
Tahun Anggarea 2023 kepada Gubernur paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkar di Nabire
pada tanggal 27 Oktober 2C23

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
O HUKUM,

4 I-ALLO, SH
200312 2 006NIP. 9 1 020

Salinan KeDutusan ini disam rra lkan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
I l. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa.

a.

b



LAMPIRAN KEPUTUSAN CUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 - 184 TAHUN 2023
TANCCAL : 27 OKTOBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN
JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TET.ITANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TU.]UAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intal Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
lntan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
untuk menguji kesesuaian Rancangan Peratura! Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggara-n 2O23 dal: Rancangan
Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anglaran 2023 dengan:

A. Ketentuan peraturar perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Keda Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan
Kebijakan Umum APBD {KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAXAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dal Pasal 181 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intaa Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum
ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara
Bupati dan Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (DPRD) dan Rancangan
Peraturan Bupati lntan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubemur dengan tahapan
jadwal peny'usunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:
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Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapa.n dan
jadwal proses pen5rusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) la.mpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyrrsunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam benruk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran
daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang
terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang
berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia.Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud

l
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dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan
daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang
digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka
bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan
daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negata,
merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dapat dilakukan jika tedadi:
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud
dalam Pasal 316 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya dalam penyusunan Perubahan APBD Ta-hun
Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat
(l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Taharr 2022.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam
Perubahan APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan
makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah
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sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

d. Penganggaran peiaksanaan elektronifrkasi transaksi Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2021 tentang Tim Percepatan darr Perluasan Digitalisasi
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara
Implementasi Elektronilikasi Transaksi Pemerintah Daerah,
sesuai maksud butir C.2.a.l).h) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berrujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
menyelcnggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan
memperoleh laba dan/ atau keuntungan, sesuai maksud
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O 1 7 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba
atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas
penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dan memperhatikan
perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O12 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam
butir C.1.a.2) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahw 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah
kepada BUMD yang kinerjanya belum memadat {performance
based), harrs diiakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi
kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan
dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dart optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk
percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi.
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2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menJrusun program
pcmbangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud
butir D.l l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022.

b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan
kebutuhan unruk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yarg tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun2o22.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah
dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan
antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada
Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan
pcncapaian target pelayanan publik yang menjadi ke*'enangan
daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir
D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22.

d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 d,an Rancangan
Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 disusun berdasarkan RKA SKPD
serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar bclanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
climaksud butir D.l0 t ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahtan 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud
Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan



butir E. 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun2022.

b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus
anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud
dan butir E.2 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TET.ITANC APBD DAN
RANCANCAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TEI{TANC PENJABARAN
APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN
YANG LEBIH TINGCI DAN KEPET.ITINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran tafget pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp1.135.206.193.234,OO bertambah
Rp119.672.724.817,00 atau 9,54V. dibandingkan dengan target
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
RpI.254.878.9I8.OS 1,0O, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.

Pendapatan Daerah
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula
Rp16.432,000.000,00 berkurang Rp2.322.0r0.359,00 menjadi
Rp14.109.989.641,00 alau 1,12o/o dari total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula
Rp r 1.332.OOO. OOO,OO berkurarg Rp 1.20O.OO0.OOO,O0 menj adi
Rpf O.132.O0O.0OO,OO atau 0,817o dari total pendapatan
daerah dalam Raacangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Restoran semula Rp4.0O0.OO0.0O0,OO berkurang
Rp l.2OO.OOO.OOO,O0 menjadi Rp2.80O.OO0.0O0,O0; dan

b) Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batuan
Rp7.332.O00.O0O,O0 atau O,58%.

2) Penganggaran target Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Angga:alr: 2023 semula tidak diaaggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp2.000.0OO,O0 atau O,O002% dari total p€ndapatan daerah
dalern Rancangan Peraturaa Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang banya
diuraikan pada obyek pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O2 3 dianggarkan Rp2.OOO.O00,OO.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada
data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten
Intan Jaya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi perfumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus
ditetapkan dengan peratur.rn daerah yang menjadi dasar
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan
disusun berdasarkan:

-7 -
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l) Undang-Undang Nomor 28 ?ahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22; dan

2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 dan dalam
rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya harus melakukan ekstensifrkasi dan
intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis
teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.l).g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan semula Rp700.OO0.0O0,00 bertambah
Rp102.280.830,0O menjadi Rp802.28O.830,00 atau 0,06% dari
total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang hanya diuraikan pada obyek pendapatan Bagian Laba
yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp7O0.0O0.OOO,OO

bertambah Rp 1 02.280.830,00 menjadi Rp802.280.830,00.

Targct objck pendapatan Bagran l,aba atas Penyertaan Modal
belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyerta€rn modal
Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah
yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

l) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan
daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang brsangkutan;

4) Peningkatan penycrap.rn tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka wal(hr tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan; dan/atau
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5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah.

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 TaJrun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya sampai dengan Tahun Anggaran
2022 dalan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum
menunjukan kinerja secara memad ai (perfomane based/, harus
dilakukan antara lain langkah - langkah optimalisasi kinerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan
dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Ja,ya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya juga harus
lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang
saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan
tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semula
Rp4.40O.00O.000,OO berkurang Rp1.226.291.189,O0 menjadi
Rp3.173.708.811,0O atau 0,25% dari total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, diuraikan ke dalam
objek pendapatan sebagai berikut:

l) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp149.979.529,O0 atau O,0l% dari total
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang APBD Tahun Anggaran 2023,
dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 202O, Pasal 24 ayat
{4), Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2O19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
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Tahun 201 6 serta butir C.2.a.3).a).(2) l"ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22

2) Jasa Giro semula Rp4.40O.00O.0OO,0O berkurang
Rp3.200.0O0.OOO,O0 menjadi Rp 1 . 2OO.000.0O0,00 atau 0, 1 oyo
dari total pendapatan daerah, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, dianggarkan dengan bcrpedoman pada Pasal
24 ayat (4) dan Pasal 3 I ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 dan butir C.2.a.3).a).(a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahwn 2022.

3) Pendapatan Bunga semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp 1.823.729.282,0O atau O,15% dari total pendapatan daerah,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, dianggarkan
dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat
(4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir C.2.a.3).a).(6) L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 semula Rp 1.114.949.518.434,OO bertambah
Rp32.909.078.35O,O0 menjadi Rp1.147.858.596.784,0O atau
91,47o/o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan padajenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula
Rp1.107.781.443.000,OO bertambah Rp2O.652.279.457,00
menjadi Rp 1 128.433.722.457 ,OO atau 89,92o/o dari total
pendapatan daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek
pendapatan:

1 ) Dana Perimbangan semula Rp867.3 1 3.238,OO0,O0 bertambah
Rp2O.652.279.457,OO menjadi Rp887.965.5 I 7.457,00 atau
7O,7 6oto dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian
objek pendapatan:
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a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula
Rp99.454. 183.000,00 bertambah Rp2O.652.279.457,OA
menjadi Rp120.106.462.457,OO lebih besar
Rp2O.651.172.457,00 dibandingkan dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 130 Tahun 2O22 Rp99.455.290.OOO,00;

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Rp651.6O6.9O0.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor l3O
Tahun 2022;

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Rp89.I 10.374.0OO,0O sesuai dengan alokasi anggar€rn
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 13O

Tahun 2022; dan
d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non

Fisik Rp27 .141.7a1.OO0,0O sesuai dengan a.lokasi
€rnggaran yang tercantum dalam Peraturan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2O23 tentang
Pembahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun
Anggaran 2O23.

2) Dana Insentif Daerah (DIDI

Dana Insentif Daerah (DID) Rp9.a59.122.OO0,O0 atau 0,75olo
dari total pendapatan daere*r dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan
Dana Insentif Daerah (DID) Rp9.459. 122.0O0,0O sesuai dengan
alokasi anggar€rn yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 2O8/PMK.O7 12022 tentang Pengelolaan
Insentif Fiskal.

3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
Rp130.374.47O.00O,OO atau 10,39olo dari total pendapatan
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
Rp96.5O9.763.OOO,0O sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023; dan

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua Rp33.864.7O7.OOO,0O sesuai
dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 13O Tahtun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O23.
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4) Dana Desa Rp100.634.613.OO0,0O atau 8,O2o/o dari total
pendapatan daerah dalam Rancaagan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam rincian objek
pendapatan Dana Desa Rpf OO.634.613.OO0,OO sesuai dengan
alokasi anggar€rn yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor l3O Tahw 2022 tentang Rincian Anggatan Pendapatan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah
alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
13O Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir
C.2.b.a).a).(l), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir
C.2.b.a).a).(a), butir C.2.b.a).a).{5), dan butir C.2.c.2}.c}.(l)
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus menggunakan
pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.21 l.a.mpiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal
penganggaran dana Transfer Ke Daerah [IKD), penggunaannya
tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya melakukan penyesuaian atas
p€nggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah setara dengan 2,257o
(dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi
Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

l) Dana Otonomi Khusus yang bersifat block grant sebesar I o/o (satu
per seratus) untuk mendanai:

a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan
publik;

b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan
lembaga adat; dan

c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat spesrtc arant sebesar 1,257o
(satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,
dcnga.n besaran paling scdikit:

a) 3oo/o (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;

bl 2oo/o (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;

c) Pem berdayaan Ekonomi Masyarakat;
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sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(6).(f) lampiran Peraturarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Selain itu, pendapatan Kabupaten Intan Jaya yang bersumber
dari Dana Tambahan Irrfrastruktur dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan
infrastruktur perhubungan, energi listrik, air be rsih,
telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selalj utnya,
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat menggunakan
paling tinggi 5olo (lima persenl dari alokasi Dana Tambahan
Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang
berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang
didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus
Kabupaten Intan Jaya untuk tahun berkenaan, sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana
TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
9OO. 1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O21
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya
sesuai ketentua-n peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp7.168.075.434,0O
bertambah Rp I 2.256.798.893,00 menjadi Rp 19.424.a7 4.327,OO
atau 1,5570 dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek
pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp7. 168.075.434,00
bertambah Rp I 2.2 56. 798. 893, 0O menjadi Rp 19.424.87 4.327,OO
mempakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah
Provinsi yang dialokasikaa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi
hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah
Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi
hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi
Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.a).b).(1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang krsumber dari Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupa.ten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 semula Rp3.82a.674.800,00 bertambah
Rp89.O85.656.826,00 menjadi Rp92.910.331.626,00 atart 7,4Oo/o
dari total pendapatan daera.h dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, Target pendapatan daerah yang bersumber dari L,ain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 diuraikan pada obyek Pendapatan:
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a) Pendapatan Hibah yang bersumber dari Sumbangan Pihak
Ketiga / Masyrakat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.O85.656.826,OO
atau 7,1070 dari total pendapatan daerah dalam Rancalgan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023; dan

b) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp3.824.674.800,O0
atau O,3O7o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapata.n
dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan
tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta
tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggt serta menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 serta butir C.2.c.zl.al dan butir C.2.c.2).c)
Lampiran Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan a.lokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
Rp1.09a.2O6.193.234,OO bertambah Rp158.2O4.37O.454,OO atau
12,63Vo dibandingkan dengan target belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O23 Rpl.252.a 1O.563.688,00, dirinci sebagaimana
Tabel. 3 sebagai berikut:
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Tabel.3.

Belanja Daerah
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

t. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar semula Rp461.414.518.981,00 bertambah
Rp36.399.549.081,0O menjadi Rp497.814.068.062,O0 atau
39,75o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang APBD Tahun Anggaran
2O23, terdiri dari:

l) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula
Rp110.674.O14.327,OO bertambah Rp12.415.242.978,0O
menjadi Rp 1 2 3. 089. 257. 3O5, 00 ata.u 9,83yo dari total belanja;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula
Rp137.O37.137.410,00 bertambah Rp6.297.152.613,00
menjadi Rp143.334.290.023,00 atau 11,44% dari total belanja
daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang semula Rp136.062.O34.51f ,00 bertambah
Rp7.862.921.515,O0 menjadi Rp143.924.956.026,0O atau
I l,49%o dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman semula Rp33.96O.180.847,00 bertambah
Rp2.094.849.64O,OO menjadi Rp36.055.O3O.487,00 atau 2,88%
dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula
Rp I 8.955.339. 706,00 bertambah Rp 1.835.347.9 1 l,O0 menjadi
Rp20.79O.687.617,O0 atau 1,66% dari total belanja daerah; dan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula
Rp24.7 25.4 12. I 80,OO bertambah Rp5.894. O34. 424,O0 menjadi
Rp3O.6 f 9.846.604,00 atav,2,44o/o dari total belanja daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp 136.7 I O.4l7.3O7,OO
bcrtambah Rp26. 1 O4.546.320,OO menjadi Rp 1 62.8 I 4.96 3.627,OO
atau 13,Ooolo dari total belanja daerah dalom Rancangal Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang APBD Tahun Anggaran
2023, terdiri dari:
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l) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula

Rp8.618.232.533,0O bertambah Rp781.299.973'00 menjadi

Rp9.399.532.506,00 atau O,75o/o dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak semula Rp8.9O4.965.478,OO bertambah

Rp613.829.958,OO menjadi Rp9.518.795.436,00 atau 0,760lo

dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula

Rp8.968.681.622,00 bertambah Rp761.956.006,0O menjadi
Rp9.730.637.628,00 atau O,78o/o dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula
Rp7.791.195.966,OO bertambah Rp999.994.500,0O menjadi
Rp8.791.190.466,O0 atau O,7O% dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula
Rp5.209.286,442,00 bertambah Rp218.636.259,00 menjadi
Rp5.427.922.7 01,O0 atau O,43o/o dan total belanja daerah;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula Rp1 1.359.799.251,00 bertambah
Rp7 .7 23.O I I .7 7 l,OO menjadi Rp I 9.082.8 I l.O22,OO atau 1,52%
dari total belanja daerah;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa semula Rp10.O17.520.099,00 bertambah
Rp431.525.517,O0 menjadi Rp10.449.O45.616,00 atau 0,83%
dari total belanja daerah;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana semula Rp9.205.831.759,O0 bertambah
Rp297.725.067,00 menjadi Rp9.5O3.556.826,OQ atau O,7 60/o

dari total belanja daerah;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula
Rp I 4. I 68.528.236,00 bertambah Rp r.022.875. I 46,0O menjadi
Rp 15. 191 .4O3.382,00 atau 7 ,21o/o dari total belanja daerah;

lO) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
semula Rp12.335.020.487,0O bertambah Rp926.335.083,O0
menjadi Rp13.261.355.57O,O0 atau 1,06% dari total belanja
daerah;

I l) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah semula Rp9.815.563.249,00 bertambah
Rp 1 .23 1 . 5 I 9. 7 I 6,00 menjadi Rp I 1 .O47.082.965,00 atau 0,88o/o

dari total belanja daerah;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula
Rp7.644.47 6.964,O0 bertambah Rp8.585. 132.330,00 menjadi
Rp16.229.6O9 .294,OO; atau l,3O7o dari total belanja daerah;
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13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

semula Rp7 .432.798.235,0O bertambah Rp1.6 I 8'992'868,00
menjadi Rp9.05l '791.103,0O atau O,72o/o dari total belanja

daerah;

l4) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp232.199.00O,O0 atau

O,O2olo dari total belanja daerah;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula

Rp6.304.568.706,00 bertambah Rp837.896.011,00 menjadi
Rp7.142.464.717,O0 atau O,57olo dari total belanja daerah;

16) Urusan Pemcrintahan Bidang Perpustakaan semula
Rpa.228.722.44O,OO bertambah Rp53.816.115,00 menjadi
Rp8.282.538.555,0O atau 0,660lo dari total belanja daerah; dan

17) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rp473.026.840,00
atau o,Molo dari total belanja daerah.

c. Urusan Pemerin tahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp27.447.OO1.537,0o
bertambah Rp I 2.3O6.60 1.324,OO menjadi Rp39.753.602.86 I,OO

atau 3,17olo dari total betanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang APBD Tahun Anggaran
2023, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula
RpS.046. 1 7 1 .996,0O bertambah Rp 1.047.97 2.7 80,OO menjadi
Rp6.O94.144.7 76,00 atau O,49o/o dari total belanja daerah;

2) Umsan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula
Rp2.959.O48.956,00 bertambah Rp9.389.358.906,00 menjadi
Rpf 2.348.407.862,00 atau 0,99olo dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula
Rp I 8.584.28 1 .675,00 bertambah Rp546.769.638,00 menjadi
Rp19.13f .051.313,0O atau 1,53o/o dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula
Rp555.OOO.OOO,O0 bertambah Rp 1.322.50O.O0O,0O menjadi
Rp 1 .877.50O.OO0,OO atau O, 15% dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Rp3O2.498.91O,OO atau O,O2o/o dan total belanja daerah; dan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
Rp 1 69.386. 790.546,00 bertambah Rp49. 209. 584. 269,00 menjadi
Rp2f 8.596.374.815,00 atau 17,45olo dari tota-l belanja daerah
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dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

l) Sekretariat Daerah semula Rp1O0.8 f 0.188.231,0O bertambah
Rp42, 1 03.532.O57,OO menjadi Rpr42.9 13.7 20.288,0O atau
11,41% dari total belanja daerah; dan

2) Sekretariat DPRD semula Rp68.576'602.315,00 bertambah
Rp7.1O6.O52.212,0O menjadi Rp75.682.654.527,OO atau
6,O40/o d,an total bclanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Umsan Pemerintahan semula
Rp236.447.000.645,00 bertambah Rp26. 894.97 1.609,0O menjadi
Rp263.341.972.254,OO; atau 2l,O3o/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
APBD Tahun Anggaran 2O23, terdiri dari:

l) Perencanaan semula Rp 16.348.516.978,00 bertambah
RpS.514.493.89O,OO menjadi Rp21.863.010.868,00 atau
7 ,7 1oh d,an total belanja daerah;

2) Keuangan semula Rp2O8.953.694.032,0O bertambah
Rp18.451.435.647,OO menjadi Rp227.4O5.129.679,00 atau
18,f6% dari total belanja daerah;

3) Kepegawaian semula Rp10.59a.790.647,OO bertambah
Rp2.929.O42.O72,OO menjadi Rp13.523.832.719,O0 atau
l,O8o/o dan total belanja daerah;

4) Pendidikan dan Pelatihan belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23; dan

5) Penelitian dan Pengembangan Rp549.998.988,00 atau 0,047o
dari total belanja daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
Rp13.107.828.826,O0 bertambah Rp2.399.615.814,OO menjadi
RpI5.5O7.444.640,00 ar,au 1,24o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang APBD

Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspelntorat Daerah
semula Rp13.107.828.826,00 bertambah Rp2.399.615.814,0O
menjadi Rp 15.5O7.4.+4.640,00 atau 1 ,24o/o dari total belanja
daerah.
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g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Unsur Kewilayahan semula
Rp35.O88.786.717,OO bertambah Rp2.355.818.996,0O menjadi
Rp37.444.605.713,00 atau 2,99olo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang APBD
Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kecamatan semula
Rp35.088.786.717,OO bertambah Rp2.355.818.996,00 menjadi
Rp37.444.605.713,0O atalu 2,99o/o dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggarErn Unsur Pemerintahan Umum semula
Rp14.603.848.675,00 bertambah Rp2.533.683.O41,OO menjadi
Rp17.137.531.716,00 atau 1,37o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang APBD
Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa
dan Politik semula Rp14.6O3.848.675,00 bertambah
Rp2.533.6ffi .Oa 1,O0 menjadi Rp17. 137.531.716,00 atau 1,37o/o

dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
mengalokasikan belanj a daerah:

a. untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23.

b. disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:
a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula
Rpl5.82 l. 10O.87O,OO bertambah Rp3.996.307. 155,00 menjadi
Rp19.817.4O8.025,OO atau 16,lO% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp I 2 3.089.2 57.3O5,O0. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

l) Kegiatan Fendidikan Dasar semula Rp 14.924.10O.870,OO
b€rtarnbah Rp3.846.3O7.155,OO menjadi
Rpl8.77O.4O8.O25,OO; dan
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2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini semula Rp897.000.000,O0
bertambah Rp150.0O0.O00,0O menjadi Rp1.Oa7.00O.00O,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) IOO% Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam
pendidikan sekolah dasar;

2l lO0o/o Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan sekolah menengah pertama;

3) 1OO% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam
pendidikan nonformal/kesetaraan; dan

4\ LOOo/o Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam
pendidikan anak usia dini;

Selanjutnya, dalam pemenuhal belanja SPM Pendidikan perlu
memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tefltang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan semula
Rp7.180.1O2.602,OO bertambah Rp1.140.O00.000,00 menjadi
Rp8.32O.IO2.6O2,OO atau 5,8O% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp I 43.334.290.023,00. Alokasi
anggaian untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
semula Rps50.000.000,00 bertambah Rp470.OO0.000,00
menjadi Rp I .02O.OOO.00O,0O;

2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Rp299.998.500,0O;

3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Rp3OO.O0O.o00,OO;

4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Rp3OO.0OO.0OO,OO;

5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Rp30o.oOO.0OO,0O;

6) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
berat Rp3O0.00O.0O0,OO;

7) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Rp299.957.64O,OO;

8) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengar risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficienry Virus) Rp350.0OO.OO0,0O;
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9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula
Rp1.844.99 1.462,00 bertambah Rp220.O00.0O0,00 menjadi
Rp2.064.99r.462,OO;

l0) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula
Rp1.O94.52O.OOO,OO bertambah Rp23O.OOO.OOO,0O menjadi
Rp1.324.520.0O0,0O;

11) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayr Baru Lahir
Rp1.287. 19O.0OO,00; dan

12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita semula
Rp253.445.OO0,OO bertambah Rp22O.00O.OOO,0O menjadi
Rp473.445.0O0,0O.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari:

l) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;

2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;

3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;

4) Jumlah Pelayanan Kesehatan balita;

5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;

6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;

7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;

8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;

9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

I l) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

12) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga T\:berkulosis; dan

13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang
Melemahkar Daya Tahan Tubuh Manusia (Human
ImmunodefciencE lI.rus;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pcmenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang semula Rp5.603.322.O00,O0 bertambah
Rp I 7O.8O0.0OO,00 menjadi RpS.7 7 4.122.OOO,00 atau 4,0 1% dari
total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Rp I 43. 924.9 56.02 6,0O. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam:
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1) Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari' 
semula Rp3.913.992.0OO,00 bertambah Rpl7O 80O'OO0,O0

menjadi Rp4.O84.7 92.O0O,OO; dan

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah
Domestik Rp 1.689.330.OO0,OO.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri
dari:

1) 1OO% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum
curah lintas kabupatenl kota; dan

2) 1o0o/o Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 18,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky'at
Nomor 29 Tahun 2O18 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Ralcyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Ralryat
dan Kawasan Pemukiman Rp5.600.00O.000,00 atau 15,53% dari
total belanja Urusa-n Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Rp36.055.03O.487,0O. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan
Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana Kabupaten/kota RpS.60O.O0O.0O0,O0.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni; dan

2l LOOolo Warga Negara yang terkena relokasi alibat program
Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 18,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dan
Peratural Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29 Tahun 2O18.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi {rnggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum Rp 1.761.857.0f 2,O0; atau 8,47o/o dari total
belanja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Rp2O.79O.687.617,0O. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

l) Kegiatan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Rp549.979.42O,OO;

2) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana Rp949.239.O71 ,OO; dan
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3) Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana Rp262.638.52 1,OO.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM
Trantibu mlinmas yang terdiri dari:

1 ) l OO% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum;

2l TOOo/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi
Rawan Bencana;

3) I00o/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

4) 100o/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana; dan

5) I OOo/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2O18 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota

f. SPM Sosial

Alokasi €rnggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial semula
Rp 16.O9 1.0OO.692,00 bertambah Rp.5. 154, I 64. I 7 l,O0 menjadi
Rp21.245.164.863,OO atau 69,38% dari total belanja urusan
bidaag social Rp30.619.846.604,0O. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial semula
Rpl 6.O9 1.0O0.692,00 bertambah Rps. 154. 1 64. 1 7 1,00 menjadi
Rp21.245. r64.863,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sosial yang terdiri dari:

1) 1OO% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang
mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
telantar di dalam panti;

2l LOOo/o Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar anak telantar di dalam panti;

3) 10O% Warga Negara laajut usia telantar yang mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang
mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam
panti: dan

5) lOO% Warga Negara korban bencala provinsi _vang
mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
provinsi;
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sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan
melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi
dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang
terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

a) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan
produktivitas dengan indikator:

(l) Pertumbuhan Ekonomi 5,1% s.d. 5,9%;

(2) fingkat Pengangguran Terbuka 5,3% s.d. 6,0%;

(3) Rasio Gini 0,375 s.d. 0,378; dan

(4| Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,O24/o.

b) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

(1) Indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,491 d,an

(21 Tingkat kemiskinan 7,5olo s.d. 8,57o.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 terhadap Kebijakan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam
Perahran Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan IPNl) Rp43.790.689.699,0O
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dalam
rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung
pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan
produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor
primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada
sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan
reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan
kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam
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rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan

transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan

digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya
ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan; dan

(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan keda, investasi,
ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan
pencapaian sasar.ul PNl, akan dilakukan melalui 8 (delapan)
Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

(1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengar Mengutamakan
Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PPl), belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

(3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi
Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023;

(4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan
Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23;

(5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah
([IMKM) dan Koperasi (PPS), belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di
Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
dan
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(8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
(PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O23.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2| Rp I 3.574.595. I 70,00 dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan
untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COWD-lg
dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber
pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan
gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi
sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai
nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif
wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar
wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Intan Jaya pada
periode 2O2O-2O24 adalah menurunnya kesenjangan antar
wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing (PN3) Rp 198.670.973.502,00 diaaggarkan da.lam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada
keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan
penurun.rn kematian ibu dan stunting, dan reformasi sistem
perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
pada tahun 2O23, yaitu sebagai berikut:

l) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Meningka*an pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta;

4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan kemiskinan; dan

7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan
pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7
(tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola
Kependudukan (PPl) dalam rangka meningkatkan cakupan
pendaltaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya
sistem pemutakhiran data kependudukan belum dianggarkan
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dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Angearan 2023;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam
rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam
menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)

dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta melalui peningkaian kapasitas
sistem kesehatan di seluruh wilayah belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

4) Peningkatan Pemerataan layanan Pendidikan Berkualitas
(PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan
pendidikan berkualitas belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PPS)

dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan
perempu,rn dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan
perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta
partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
organisasi, dan berwirausaha belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas
akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23; dan

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

c) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)

Rp1.450.OO0.OO0,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial
dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan Produktivitas
untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2O23, sasaran yarlg akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembalgunan kebudayaan
yaitu sebagai berikut:
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1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan
peran kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan
kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam
kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh
karakter bangsa; dan

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan pemasalahan dan tantangan tersebut,
pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

I ) Revolusi Mental dan Pembinaan ldeologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modem, dan Berkarakter (PPl)
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Ralryat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan
Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3,) belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2023;
dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
(PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

d) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PNS) Rp165.67O.792.955,0O
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan
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penyediaan infrastmlctur pelayanan dasar dan infrastruktur
ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi
pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta p€mbangunan lbu
Kota Nusantara.

Sasaral dan indikator utama PNS yaitu sebagai berikut:

I) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan
ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan

5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNs
dilakukan melatui 5 (lima) PP, yaitu:

l) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PPl) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupa.ten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

3) lnfrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan daJam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun lnggaran 2O23;

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

5) Transformasi Wt l (PPS) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim [PN6] Rp2a.906.309.7O5,0O
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan
kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju
transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta
pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan
risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup,
ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada
kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan
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ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta
pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya
iklim; dan

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi
GRK terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan
pencapaian sasaran {PN6} terdiri dari 3 (tiga} PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pPf ) dalam rangka
meningkatlan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara,
dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana
dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;
dan

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka
meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap
baselite pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir
dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

f) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan
dan Transformasi Pelayanan Publik {PN7) Rp340. 82 I .492. 586,00
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan
produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum
ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan
kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor
non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan
keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa
negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber.
Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-
kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi
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diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pa.da pelayanan
publik berbasis elektronik yang terintegt'asi, penguatan
kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN
profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang
melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan
penyelenggaraannva.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

l) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas [rmbaga-lrmbaga
Demokrasi dan Tedaganya Kesetaraan Warga Negara Secara
Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan

5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan melalui 5 ftima) PP, yaitu:

l) Konsolidasi Demokrasi (PPl) dalam rangka mewujudkan
stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang
efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam
Ra.ncangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka
meningkatkan efelrtivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja
sama pembangunan intemasional, belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap
keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupatcn Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
instansi pemerintah, belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023; darr

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PPs) dalam rangka
menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum
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dianggarkan dalam Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan sebagaimana diamanatkan dalam butir
F. 1.b.4) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

Tabel.5

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana diatas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran
utama pengembangan wilayal Kabupaten Intan Jaya pada tahun
2O23 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2O22
yang meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,4olo s.d 11,5olo;

b. Menurunn3ra kemiskinan dan kesenjangan khususnya di
perdesaan wilayah Papua sebesar 23,5o/o s.d 24,Oo/ol serla

c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5% s.d. 3,8%.

Prioritas Nasional
Rancangan P"APBD

2023 (Rp)

Rasio Terhadap

Belanja Daerah {o./o}

b c d

I
Memperkuat Ketahanan
Penumbuhan Yang

Berkeadilan (PN 1)

Ekonomi Untuk
Berkuelitas dan 43.790.689.699,00 3,50p/,

2 Mengembangkan Wilayah

Mengurangi Kesenjangan dan

Pemerataan {PN2l

Untuk
Menjamin 13.574.595. 170.@ 1,089o

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas dan Berdaya Saing {PN3}
198.670.973.502 ,00 15,860/"

4 Rerclusi Mental dan

Kebudayaan (PN4l

Pembangunan
1.450.000.000,00 0,129;

Memperkuat Infrqstruktur Untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar (PN5)

165.670.79.955,00 13,230,6

6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan ldim (PN6)

24.906.309. 705,00 1,99./n

Memperkuat SabiliLas Polhukhankam dan

Tran sformasi Pelayanar Publik IPNT)
340.82 l .492.586,00 27,2101,

Jumlah Alokasi Anggaran dalem APBD 78E.8E4.853.617,00 62,99"h

Total Belanja Daererh 1.252.410.563.688,00

5.
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Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi
pemulihan kembali (reboundl kondisi sosial ekonomi masyarakat
setelah terdampak pandemi COWD-|9 serta setelah melalui
pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung
tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,060/o s.d
65,92o/o.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun
2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden melalui 5 (tima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekeda keras yang dinamis, produktif, terampil, mengu.asai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri
dar. talenLa global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan ke{a baru, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk
regu.lasi dengan pendekatan Ornnibus Law, terutama menerbitkan
2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta
Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Java Tahun 2O23.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya mengalokasikan zrnggaran belanja daerah
berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2O23 sebagaimana tercantum
dalam Tabel.6 sebagai berikut:
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Tabel.6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten lntan Jaya
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2O23

5. I)alam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung
kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan,
keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan
mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di
daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya mengalokasikan
anggartrn pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 yarrg antara lain diuraikan pada:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat Rp15O.00O.00O,O0 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah;

2. Sub Kegiatan Pemantauan Flarga dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
dalam I (Satu) Kabupaten/Kota semula Rp100.00O.000,00
bertambah Rpt 5O.000.OOO,OO menjadi Rp25O.O00.O00,OO pada
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan

3. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian semula
Rp1.149.993.536,0O bertambah Rp6a9.999.329,00 menjadi
Rp 1 .799.992.865,OO pada Sekretariat Daerah.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2O19.

No. Prioritas Daerah

Total Anggardn dslatr R-

AIBD TA 2023

(Rd

Rasio terhadap

Belanja Daerah

(7.)

I
Peningkatan Sumber Daya Manusia Berbasis llnu

kngetahuar dan Teknologi
198.924.573.502,00

15,88/0

1 Peningkatan Ketenihn dan Keamaaan Daerah 5.399.979.420,00 0,430/t

I Pemenuhan Pelayanan Dasar Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyaratat

33.888.223.617,00 2,7lok

4 hningkatan infrastruktur Wilayah untuk

Mendomng Konehivitas

181.947.675.692,00 14,53%

b
Reformasi Bimkrasi Melalui Prrbaikan Sistem Tata

Keloia Pemerinuhan yang Eaik

279.s73.059.85 r.00 22,320h

Jumlah Alokasr .{nggaran dalam APBD 699.733.512.082,00 55,870n

Total Belanja Daera} 1.252.410.563.688,00
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Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp147,566.051.680,00
atau ll,78o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggarari 2023, dengan uraian perhitungan Tabel.
7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Fungsi Pendidikan

trd&ldd :

i oAdu unt! .

i [t i r!e6 ,

AEdrF! f rED 20ts
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Pasal 81 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaal Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.l Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengupayakan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan
sekurang- kuran gaya 2Oo/o (dua puluh persen) dari total belanja
daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2O Tahun 2O03 dan Pasal 8l ayat (l) Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 20O8 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I 8 Tahun 2022, yang diprioritaskan
penBgun€rannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Intan Jaya.

Sela4iutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya untuk
menyediakan alokasi €rnggaran fungsi pendidikan melebihi
ketentuan tersebut diatas, mengingat Pemerintah Daerah
Kabupaten Nduga memperoleh Dana Otonomi Khusus yang
terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan sesuai amanat
Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
202 I tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 20O1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal
a ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun
2O21, serta Pasal 3 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 107
Tahun 2O21 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain
dia-lokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan
scmula Rp 1 I 0. 6 74. O I 4.327,OO bertambah Rp 12.4 | 5.242. 978,OO
menjadi Rp 123.089.257.305,00 atau 83,4lYo dari total anggaran
untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam:

1 ) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp62.422.343.459,OO
bertambah Rp7.234.329.348,00 menjadi
Rp69.656.672.807,OO ataw 47,2Oo/o dari total anggaran untuk
fungsi pendidikan; darr

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota semula Rp48.251.670.868,O0 bertambah
Rp5.18O.913.63O,OO menjadi Rp53.432.584.498,00 atau
36,210 dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk
tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang
ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Pengupahan,

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggarzrn kesehatan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
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Anggaran 2023 Rpl43.334.290.023,00,00 atau l2,O8ok dari total
belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8

Alokasi Anggaran Kesehatan

^PAD 
TA 2923 EB

m

l1
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t17.037.13? 410

t.091.206.193.?3
Pohk ISN 67.395.135.951
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya agar mengalokasikan Angg;aran Kesehatan
di luar gaji yang digunakan untuk program dan kegiatan dalam
upaya untuk peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat
dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya
Manusia Kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 4O9 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kes€hatan dan butir G.2
Lampiran Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22,
yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Kesehatan di Kabupaten Intan Jaya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya untuk
menyediakan alokasi anggaran untuk kesehatan tersebut diatas
secara konsisten dan terus menerus, mengingat Pemerintah
Daerah

Kabupaten Intan Jaya memperoleh Dana Otonomi Khusus yang
temtama ditujukan antara lain untuk kesehalan sebagaimana
maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O21.
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Alokasi anggaian kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan
sebagai berikut:

Program pada urusan bidang kesehatan semula
Rp I 26.768.664.6 I 0,00 bertambah Rp6.297. I 52.6 13,00 menjadi
Rp133.065.8f 7.223,OO atau 92,84o/o dari total anggaran
kesehatan, yang diuraikan pada:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula Rp71.310.397.O27,OO
bertambah Rp4.408.000.000,00 menjadi
Rp75.718.397.O27,OO atau 52,83% dari total anggaran
kesehatan;

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan Rp 18.218.627.410,00 atart l2,7lo/o dari total
anggaran kesehatan;

3) Program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan
Rp2.072.94 I .155,0O atau | ,45o/o dari total anggaran
kesehatan; dan

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota semula Rp35.166.699.018,00 bertambah
Rp1.889.152.613,O0 menjadi Rp37.055.851.631,00 atau
26,850/o dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta,
penurun€rn prevalensi kekurangan (under uteighl) pada anak
balita dan menlrrunnya prevalensi ua.st@ Burusl pada anak
balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 sebagaimana diamanatkan dalam
butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2O22 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan
Penurunan Stunting di Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengalokasikan anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebagaimana diamanatkan
dalam butir G.2.a l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 05O/489O/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang
Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk
tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang
ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O21.
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c. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya mengalokasikan
beianja Infrastruktur Peiayanan Publik paling rendah 4O7o (empat
puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil
dan/ atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belaaja bagi
hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan uraial perhitungan Tabel 9 dan Tabel 10
sebagai berikut:

Tabel. 9

Belanja I nfrastrul.rhrr Pelayanan Publik

430.ffi7.936.9c5,20

Tabel. 10

Belanja Infrastruktu r Daerah

228.|ffi.%2.

5.117.268.

2i.67L102.

240.141.49i.144,00

6.0r3.488.000,00

76.529.147.564

28.467.366.811,

78.498.637.564,

12r.943.6E7.801.00 t26.137.W2.274

904,096. 1.024.096.49s,00

0,m

m 2 r,126.365.

48.537.687.155,00

22.983.905.987,00

175.740.72i.300,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah
Iiabupaten Intan Jaya telah memenuhi alokasi anggar€rn Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp4 30. 667.936.955, 20
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengupayakan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling
rendah 4O7o (empat puluh persen) dari total trelanja daerah di luar
Belanja Bagi Hasil dan/ atau Transfer Kepada Daerah dan/atau
Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah

lio Kompnen hrhitungan APBD TA 2023 R P-APBD 2023

I Toal Behnja Daerah 1.04.206,r93.234,m 1.252,410.163.688.m

Belanja hg lusil dan/auu transfer hpda &erah

dan/atau &u:
a hlanlahgtnsil
b. hntuan hrangal

0,m

175,740.721.3m,m

0,m

175.740.72mm,m

2 Jumlah {a+$ r75.740.721.m,m 175.740.7213m.m

3 $lisih{1-2) 918.465.4i1.$4,m 1.076,669.842.388,m

4 Minimal ehnla lnha*ruktnr khyanan hbliL

{a&x$lisi}r}
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2 al Belanja Hibeh

Q Belanja Bantuan Ssial

cl Belanj* Banruan Keuangan

19.887. r80.000,00

14.648.$5.m0,00

175.740.721,300,00

3 Juohh Belanja Inlrastruhur Daerah ll+2) 458.9sr.37r.713,001 508.530.17i.mr,00
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dan/ atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor I
Tahun 2O22 dan butir G.3.b. I-ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22, sehingga
batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
sekurang-kurangnya 4oolo (empat puluh persen) sampai dengan
Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
Infrastruktur Papua.

Penyediaan alokasi anggarzrn yang bersumber dari Dana Otonomi
Khusus dalam Rancanga-n Peraturan Daerah Kabupaten lntan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp130.374.470.000,00 atau 10,39% dari total belanja daerah
dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, diuraikaa sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan
penggunaannya (specific gnanl) dengan berbasis kineda
pelaksanaan sebesar 1,25olo (satu koma dua puluh lima
persen), diuraikan sebegei berikut:
a) Dinas Pendidikan:

(l) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
Rp350.0OO.0O0,OO;

(2) Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
Rp6.950.000.0O0,OO;

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama RpS.986.390.256,0O;

(a) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
PAUD Rp600.000.0O0,0O; dan

(5) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium
Komputer Rp2.5 I 3. 609. 7t14,O0.

b) Dinas Kesehatan:

(llsub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan Rp1.6 I 3.O66.7 10,0O;

(2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
Dinas Tenaga Kesehatan Rp7OO.OOO.OO0,OO;

(3) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarala dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp t.5OO.00O.OOO,0O;
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(4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rp2OO.00O.OOO,OO;

(5) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
Rp I .2OO.oOO.OOO,OO;

(6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehataa Ibu
Hamil Rp l.2OO.O0O.OOO,oo;

(7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Elersalin Rp f .O94.520.OOO,OO;

{8} Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rp937. l9O.OOO,0O;

(9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatax Ba-lita
Rp253.445.0O0,00;

(10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar Rp55O.OOO.OO0,O0;

(11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp20O.OOO.O00,O0;

{12} Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Rpl.857.648.290,O0;

(13) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Rp l.20O.OO0.OOO,OO; darr

(la| Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp240.665.OOO,OO.

c) Rumah Sakit Umum Daerah:

(l) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan Rp2. I 68.236.OOO,OO;

(21 Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp849.264.000,001

(3) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
Rpl.000.OOO.OO0,OO; dan

(4) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
Rpl.O0O.O0O.0o0,oO,

df Dinas Tenaga Ke{a dan Perindustrian:

(1)Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Keda berdasarkan
Klaster Kompetensi Rp5OO.O0O.OO0,OO.

e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

(llSub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di bidang Poliitk, Hukum dan Ekonomi
Rp450.OOO.OOO,OO.
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f) Dinas Ketahanan Pangan:

(1) Sub Kegiatan Pengembangan Kelemb2gaan dan Jaringan
Distribusi Pangan Rp 1.350.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan
yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rp9OO.000.OOO,0O.

g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Sub Kegiatan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE)
Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya l,okal
Rp350.0OO.O00,OO.

h) Dinas Petemakan dan Perikanan:

(1) Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran HPT, Bahan
Pakan/ Pakan Rp952.5O0.0O0,O0;

(2| Sub Kegratan Pengadaan Benih/Bibit Temak yang
Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain
Rpl.5O0.OOO.000,o0; dan

(3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Pertanian l"ainnya
Rpl.350.OO0.OO0,0O.

i) Dinas Pertanian dan Perkebunan:

(1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp50O.OOO.OOO,OO;

(2) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG
Hewan / Tanaman Rp3.IOO.OOO.OOO,OO; dan

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Rp1.000.O00.O00,0o.

j) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah:

Sub Kegiatar Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Rp2.O00.OO0.0OO,O0.

k) Sekretariat Daerah:

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebdakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Mas-varakat
RpS.5O0.0o0.000,00.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang yang bersifat umum lrblock
granl,f sebesar 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi
Umum nasional, diuraikan sebagai berikut:
a) Dinas Kesehataa:
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(l) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Rp45O.000.000,00.

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Sub Kegiatan Pembangunal Rumah Khusus beserta PSU
bag, Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota RpS.6OO.000.OOO,OO.

c) Dinas Sosial:

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
Rp1.200.000.000,00.

d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di bidang Poliitk, Hukum dan Ekonomi
Rp1.95O.OO0.OOO,O0.

e) Dinas Perhubungan:

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
bandara/ lapangan Udara Rp3.O00.O00.000,00.

f) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:

Sub Kegiataa Pengelolaaa Media Komunikasi Publik
Rp350.000.o00,00.

I Dinas Pemuda dan Olahraga:

Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Rp4O0.0O0.OOO,OO.

h) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten / Kota Rp2 5O.O0O. OO0,00.

i) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah:

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
Pustaka Rp400.00O.O0O,OO.

j) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah:

Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembalgan Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Rp1.250.0O0.000,00.

k) Selrretariat Daerah:

(l) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
spiritual Rp7.400.000.o00,0o; dan

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinl<ronisasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Rp17.529.228.OOO,00.
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r) Badan Perencanaan
Pengembangan Daerah:

Pembangunan Penelitian dan

(l)Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Rp75O.OOO.OOO,00; dan

(2) Sub Kegiatan Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan
I.aporan Berkala Pelaksa-naan Pembangunan Daerah
Rp6OO.0O0.0OO,OO.

m) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Sernesteran Rp3 5O. 0OO.OOO,0O.

n) Inspektorat:

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Rp4l4.OOO.OOO,OO.

o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasal Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan Rp f .O00.OOO.O0O,0O

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir
F. 1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2021 dan butir IILD.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya harus menyusun dan mencantumkan Alokasi
angg:rran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam
Lampiran Peraturan Bupati Intaa Jaya tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi
Khusus yang bersifat umum setara dengan l7o (satu persen) dari
plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:
1) pembangu.nan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan

publik:

2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua Barat dan
penguatan lembaga adat; dan

3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intaa Jaya juga
harus mengalokasikan .rnggaran yang bersumber dari Dana
Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan
berbasis kinerja pe laksanaan sebesar 1,25olo (satu koma dua
puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional,
terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka



2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O21 dan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan
anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan memperhatikan
kewenalgan arrtara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap
kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasd 32 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 l.
Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya tidak
menyampaikan usulan dalam batas walrtu yang telah ditetapkan,
maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian
penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggar.rn, klasihkasi, kodelikasi dan
nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan
dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi
kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O2 1 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang Kl.rasifftasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 I
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9O0.1.15.5-f317 Tahun 2O23.

e. Penyediaan anggarurn yang bersumber dari Dana Tambahan
Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
Rp33.864.7O7.O0O,O0 atau 2,7oo/o dari total belanja daerah dalam
dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
dirujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur
perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, darr
sanitasi lingkungan diuraikan sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

a) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistcm
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Rp 1.680-000.000,OO; dan

b) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp26.073.50O.O0O,OO;

2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat
Rpl.626.226.O0O,OO.

3) Dinas Perhubungan:

Sub Kegiatal Pengelolaan Bandara / l,apangan Udara
Rp1.5OO.0OO.000,00.
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4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:

Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Rp2.984.981.000,00

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam
budr butir F.1.b.4) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negcri
Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya harus menyusun dan mencantumkan alokasi
anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastrulctur
dalam Lampiran Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan
Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan
pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air
bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3)
huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2L d,an Pasal 3l ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O21.

Pembagiaa alokasi antara Provinsi dengal Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang
bersumtrer dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah
Daerah Kabupaten lntan Jaya dengan memperhatikan
kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang
didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap
kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O21.

Dalarn hal Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya tidak
menyampaikan usulan dalam batas walntu yang tela} ditetapkan,
maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian
penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O21.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur urusan untuk bidang urllsan, program, kegiatan
dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi
kenrnangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O21 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasi-fikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9OO.1.15.5- 1317 Tahun 2O23.

f. Jumlah alokasi anggar.rn dalam rangka penguatan Pembinaan
dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya semula Rp13.107.828.826,00 bertambah
Rp2.399. 6 1 5.8 I 4,0O menjadi Rp I 5. 5O7.444.640,00 atau 1,24o/o
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dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2A23, yang diuraikan sebagai berikut:

l) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat
semula Rp2.985.O17.222,O0 berkurang Rp335.499.605,OO
menjadi Rp2.649.517.617,00 atau O,2lo/o dan total belanja
daerah; dan

2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan
runjangan semula Rp10.122.811.604,00 bertambah
Rp2.735.115.419,OO menjadi Rp12.a57.927.023,00 atau
l,O3o/o dan total belanja daerah.

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Reviu l,aporan Kinerja semula Rp432.000.000,00
bertambah Rp328.271.600,O0 menjadi Rp760.271.600,00;

2) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Intemal semula
Rp201.060.000,O0 bertambah Rp599.818.000,00 menjadi
Rp80O.878.OO0,0O;

3) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak L,anjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak l,anjut Hasil Pemeriksaan
APIP Rp644.383.5OO,00;

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi semula Rp598.802.000,0O
bertambah Rp1 79.648.000,OO menjadi Rp778.450.000,0O; dan

5) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi semula
Rp837.158.a00,00 berkurang Rp42.040.000,OO menjadi
Rp795.118.40O,0O.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya sckurang-kuranglya 0,75% (nol koma tujuh puluh
lima persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp I O.OOO. OOO.OOO,0O (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
harus mempertahankan alokasi anggaran penguatan pembinaan
dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten
lntan Jaya sekurang-kurangnya 0,75olo (nol koma tujuh puluh
lima persen) dari total belaaja daerah di luar belanja gaji dan
tunjangan pada SKPD Inspektorat dan diatas
Rp1O.000.O0O.00O,OO (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana
ditegaskan dalam butir G.g.b.l) l.ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 dan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 7OO.L.l/a73U Sl tanggal 9 Desember 2022 Hal
Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah
Daerah.
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Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
mengalokasikan anggar.rn pengawasan sesuai dengan
kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,

untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan, meliputi:

l) Kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinerja;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RIfi-SKPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi hobitg Audit, Revtu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dcngan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
dan

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang
dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut pedanjian
kedasama APIP dan aparat penegak hukum dalam
pen€rnganan laporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi, Monitoing dan evaluasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak
lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level
3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah,
penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional
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berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta
bimbingan teknis minimal 12O jam/tahun per APIP; dan

3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 l^ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi
Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula
Rp1 O.594.79O .647,OO bertambah Rp2.929.O42.O72,0O menjadi
Rp13.523.832.719,OO atau 1,O87" dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum
pada:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK Rp999.803.4O0,00;

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem lnformasi Kepegawaian
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggar an 2023 dianggarkan Rp499. 999. 2 36,OO ;

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Rp599.996.116,OO;

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN semula
Rp299.998.463,O0 bertambah Rp799.998.088,00 menjadi
Rp 1.099.996.55 l,o0; dan

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessmen! Center semula
Rp685.597.895,00 bertambah Rp703.902.175,00 menjadi
Rp I .389.5oO.070,o0.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit O,l6olo {nol koma
tiga puluh empat persenl dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 sebagaimana ditegaskan
dalam butir D.l6.a.2l.cl.(2).(i).ix ta.mpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahvn 2O22.

5. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesej ahteraan Keluarga (TP-PKK)
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Penyediaan Anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah
Kabupaten Intan Jaya harus mengalokasikan anggaran Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi
melalui:
l) Upaya percepatan penurunan sfi..nting melalui pendampingan

keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;

2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga
melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Dgitai yang
meliputi peningkatan k'ualitas keluarga sejahtera dan
harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti traffcking,
dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,
peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya
peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah
tangga, dan perkoperasian;

4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui
Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur,
Indah, dan Nyaman dengan mendayagu.nakan
lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bemilai
ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversilikasi
pang€rn dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya
mengrrrangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan
dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan
rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap
dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan
antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan
diltal untuk ibu/ anak, Antropometri, Thermometer, insentif
bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta
kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan
angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil),
melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil
Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta
masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan
tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar
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keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;

6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam
pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;

b) Gotong royong;

c) Pangan;

d) Sandang;

e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;

f) Pendidikan dan keterampilan;

g) Kesehatan;

h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;

i) Kelestarian lingkungan hidup; dan

j) Perencanaan sehat.

7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/
Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui
program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan
berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanazrn pembangunan dan keuangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya juga dapat
menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang
dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek,
rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK
dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya
pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 1O (sepuluh)
Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan
kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan
perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan
keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan
pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan
rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan
lainnya.

9) Penganggaran dalam bennrk hibah harus memperhatikan
kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan
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dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 melalui program'

kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada butir
G.67 Iampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (FORKOPIMDA)

c. Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (FORKOPIMDA) belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
mengalokasikan anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
difokuskan untuk mendukung Peningkatan efektivitas
FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubemur, Bupati
Intan Jaya, dan Camat di wilayah kerja masing-masing
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta butir
G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2O22.

e. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama
(Fr{uB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama {FKUB)
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 sebagaimana diamanatkan dalam Pcraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O06
dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan T\rgas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadah, namun alokasi
anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam
membangun dart merawat kerukunan umat beragama di
Kabupaten Intan Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna
mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunal Umat Beragama dan Pendirian
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Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesaruan bangsa

dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Fdaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanSSal 25 November

202O tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat
Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh

Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang antara lain
tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan Rp 1.45O.0O0.0O0,OO;

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Poiitik di Daerah
Rp4.85O.OOO-0OO,oO;

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaaa Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Rp474.998.756,0O; dan

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah semula
Rp 1 .675.O0O.000,00 bertambah Rp2.350.00O.0OO,00 menjadi
Rp4.025.000.0O0,O0.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dengan berpedoman pada butir G.73.e l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tehun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Angrearan 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus
mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 secara memadai guna mendukung
Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan
mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan
mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi
masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan
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mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan

sekitar hutan, sebagaimana diamanatka:l dalam Pasal 246

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81 .bw.

tampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 -

h. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Menengah.

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Peoggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2O22 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyrrkseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor O27/ 1O22/SJ dan Nomor I
Tahrln 2022 tanggal 25 Februari 2022 tenlang Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah sekurang-
kurangrya 4oo/o lempat puluh persen) dari total Belanja Barang
dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sesuai
amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret
2022.

Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
belum dianggarkar dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
mengalokasikan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 secara memadai
dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan
Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada lnstruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22
September 2022 lentalrg Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
di Daerah.
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j. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Rp1.850.000.O0O,00; dan

2l Sub Kegiatan Penyelenggaraaa Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa Rp2.25O,O00.O00,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dengan berpedoman pada butt G.51 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tabun 2022.

k. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya harus
mengalokasikan anggaran untuk memajukan kebudayaan
lndonesia dengan berpedoman pada butir G.8l.bh Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

1. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum
Penyediaan anggaran Bantuan Hukum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Bantuan Hukum semula Rp349.999.756,0O bertambah
Rp999.999,729,OO menjadi Rp1.349.999.485,OO, dianggarkan
daiam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
berpedoman pada butir G.45 Lampiran Peratu.ran Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

m. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada
Generasi Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada
Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
mengalokasikan €rnggaral dalam Ralcangan Peraturan Daerah
tentang Perubahaa APBD Tahun 2023 untuk
mendukung pembinaan ideologi pancasila pada generasi muda
dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-
masing sub kegiatan, sebagaimans amanat Peraturan Presiden
Nomor 51 TaJ',un 2O22 dan butir G.74 Lampiran Peraturar
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahum 2A22.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
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Presiden Nomor 51 Tahun 2O22 tentang Program Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas
Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
dalam RPJMN 2O2O-2O24, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Jaya menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

1) Pembentukan Paskibraka;

2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;

3) Pen gangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4) Pelaksanaan tugas Pumapaskibralca Duta Pancasila;

5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
dan

6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan
Rrrnapaskibraka.

n. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian
kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
Rp6.95O.0OO.0OO,O0, yang hanya diuraikan ke dalam sub
rincian objek " Belanja Barang Pakai Habis'
Rp6.95O.OOO.O0O,OO pada Dinas Pendidikan;

2) Sub Kegiatan Pengelolaar Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produlrtif Rp299.998.5OO,OO, antara lain diuraikan ke dalam
sub rinciarr objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri"
Rp286.4OO.OOO,00 pada Dinas Kesehatan;

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus Rp3OO.OOO.OOO,0O, yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Negeri" Rp3O0.0OO.OOO,0O pada Dinas Kesehatan;

4) Sub Kegiatan PengeloLaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Rp3OO.OOO.OOO,OO yang hanya diuraikan
ke dalam sub rincian objek "Belanja Pedalanan Dinas Dalam
Negerf Rp3O0.O0O.OO0,OO pada Dinas Kesehatan;

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagr
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Rp50O.OOO.O00,O0, antara Lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri'
Rp452.450.00O,00 pada Dinas Kesehatan;

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
semula Rp10O.000.00O,0O bertambah Rp20O.0O0.000,O0
menjadi Rp300.0O0.OOO,O0, antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek "Belanja Pedalanan Dinas Dalam Negeri"
semula RpS1.9OO.OOO,OO bertambah Rpl83.6OO.OOO,OO
menjadi Rp235.500.OOO,0O pada Dinas Kesehatan;
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7) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Rp499.999.363,00, antara Lain diuraikan ke da-lam su
objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Rp47 1.4OO.OO0,0O pada Dinas Kesehatan;

b rincian
Negeri"

8) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Kttusus
Rp5O0.OO0.O0O,OO, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri"
Rp495.00O.0O0,00 pada Dinas Kesehatan;

9) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular semula Rp299.998.42O,00 bertambah
Rp55O.0OO.0OO,00 menjadi Rp849.998.420,00 antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Pe{alanan
Dinas Dalam Negeri' semula Rp258.OOO.O0O,OO bertambah
Rp498.60O.0O0,0O menjadi Rp756.6OO.0O0,00 pada Dinas
Kesehatan;

10) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Rp499.997.67 2,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri"
Rp488.80O.OO0,0O pada Dinas Kesehatan;

Il) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan Kelua-rga dan Lingkungan
dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Rp349.943.587,0O, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek "Belanja Pe{alanan Dinas Dalam Negeri"
Rp270.OO0.OOO,OO pada Dinas Kesehatan;

12) Sub Kegiatan Pembangu.nan Rumah Khusus beserta PSU bagi
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Rp5.60O.O00.0O0,O0, antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek "Belanja Barang Pakai Habis" semula
Rp5.593.10O.000,0O berkurang Rp199.1O0.OO0,00 menjadi
Rp5.394.O00.OO0,O0 pada Dinas Perumahan Dan Kawasan
Pemukiman;

13) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
Rp4.8OO.O0O.OOO,0O, antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek "Belanja Ba-rang Pakai Habis"
Rq4.622.78O.O00,00 pada Dinas Perumahan Dan Kawasan
Pemukiman;

14) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp4.499.688.0OO,00, antara lain diuraikan kc dalam sub
rincian objek "Belanja Sewa Peralatan dan Mesin' semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp3.9a l.4O0.O0O,0O pada Dinas Sosial;
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15) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sarana Prasarana layanan b^gi PeremPuan
KorLan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Rpa49.998.OO0,OO, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
ob5et 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri"
Rp351.OO0.OOO,O0 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak:

16) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp927. 150.OO0,00, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Negeri' Rp927.15O.0O0,00 pada
Sekretariat DPRD;

ffl Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
Rp927.15O.0OO,OO, yang hanya diuraikan ke dalam sub
rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri"
Rp927. 15O.OO0,0O pada Sekretariat DPRD

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek
belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi
langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari
kegiatan dima]<sud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya harus memformulasikan kembali alokasi angg€rran
tersebut dengan memperhatikan keterkaitan aatara pendanaan
dengan keluaran yang diharapkan dari kcgiatan/sub kegiatan,
hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam
pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang
diharapkan dari
kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasa-l 54 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19

o. Pendanaal sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung
dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan .rnggaran yang tercantum pada:

l) Sub Kegiatal Pemenuhan Kebutuhan Sumber Da5ra Manusia
Kesehatan Sesuai Standar Rp I 3.655.O46.756,00, yang antara
lain diuraika-n ke dalo'n sub rincian objek belanja "Belanja
Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp6.62O.OOO.000,00 pada Dinas Keeshatan;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
semula Rp2.75O.323.488,00 bertambah Rp2.9O8. 257 .247,OO

menjadi Rp5.658.580.735,OO, yang antara lain diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja Belanja Hibah kepada Badan
dan kmbaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyaralatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya terrtang Perubahan
APBD Tahun An ggarart 2023 dianggarkan Rp2.5OO.OOO.O0O,OO
pada Sekretariat Daerah, yang diberikan kepada Panitia Hari
Besar Nasional Sugapa Rp2.5OO.OOO.OOO,00;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari
asPek inrtika161,
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tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah

Daerah Kabupaten Intan Jaya harus memformulasikan kembali
uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target

capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, darl target kine{a
kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Dari aspek teknis penganggaran, penerima Belanja Hibah
dimaksud, tidak menggambarkan satuan terkecil penerima
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan kmbaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosia-l yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan dimaksud, yang akan
ditransaksikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
dan harus diformulasikan kembali rincian objek belanja
dimaksud ke dalam rincian objek belanja berkenaan, sesuai
dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub
kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan
target kine{a kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3)

dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

p. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), yang tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BOS Rp792.363.600,00;

2) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp6.O1 1.350.500,O0;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir
C.2.b.a).a).(a).(e).ii. La.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

6. Belanja Operasi

Pcnyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp679.515. 184.8O8,O0
bertambah Rp137.615.499.535,OO menjadi Rp817.130.684.343,OO
alau 65,240/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya yang memberi
manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum
pada objek belanja:



-63-

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp279. 17 3.294.334'00
bertambah Rp17.559.290. 135,00 menjadi Rp296.732.584.469,0O
atau 23,690/o dari total belanja daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi

belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan
khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis
lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya, paling tinggi 30o/o (tiga puluh persen) dari total
belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum
pada:

1| Gaji dan Ttrnjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Beianja Gaji dan T\rnjangan ASN semula
Rp138.456.910.246,00 berkurang Rp4.881.463.006,00
menjadi Rp133.575.447.24O,OO atau 10,67% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan
tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai formasi pegawai Tahun 2O23, kewqiiban penggqiian
pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Kerja
(PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan
formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acfiess yang besarnya
maksimum 2,5% (dwa koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir
D.16.a.1)j).(l), butir D.16.a.1)j).(2), butir D.16.a. 1)j).(3) dan
butir D. 16.a. I )j. (a! Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula
Rp6.835.557.527,OO berkurang Rp65.544.O48,OO
menjadi Rp6.77O.O 13.479,OO, yang diperuntukan bagi
ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, diuraikan dalam Tabel. I I sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi
anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, belum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan
Kesehatan ASN seharusnya Rp9.O56. 169.354,72 atau
terdapat selisih kurang Rp2.286. 1 55.87 5,72.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran
Jaminan Kesehatan bagr ASN dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan baei ASN dimaksud termasuk
kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula
Rp58.175.544,0O berkurang RpS.194.812,00 menjadi
Rp52.9E0.732,OO, yang diperuntukan bagi pimpinan
dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tent€rng Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai
berikut:

NO KOMPONEN PERHII1NGAN
RANCANOA}I P.APBD

TA 2023 (Rp)

I Penerimaan

a) Belanja Gaji Pokok ASN 65.892.615,66 1,00

bl Belanja Ttrnjangan Kelua4a ASN 5.588.999.077,00

cl Belanja 1\njangan Jabatan ASN 4.836.729.823,00

dl B€lanja Tunjan8an Fungsional ASN 1,434.49 i.000,00

e) Belanja funjangan fungsional Umum ASN 2.312.9t 1.048,00

f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1+1.653.005.659,00

g| Belanja tunjangan Profesi Guru ('l?G) P!{SD 2.397.913.700,00

h) Belanja funjangan Khusus Guru (IKG) PNSD 1.664.466.900,00

i) Belanja Tanbahan Penghasilan (Tamsill Guru PNSD 623.101.000,00

2 Jum.lah Penenmaan 226.404.233.868,00

3 luran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4yof 9.056. 169.354,72

4 Alokasi Belanja luran Jamrnan Kesharan ASN pada APBD 6.770.013.479,00

Selisih kurang (angka 4 - angka 3) {2.286. 155.875,721

Tabel 11.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
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Tabel. 12

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

4 B€la.nja Uang Repesentasi DPRD

Juarlah Penerimaan 1.188.913.010,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi
anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat besaran
alokasi luran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan
anggota DPRD seharusnya Rp59.556.52O,4O, atau
terdapat selisih kurang Rp6.575.788,40.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk luran
Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten lntan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dengan memperhitungkan jumlah kewajiban
pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD dimaksud, termasuk ke['ajiban
Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan
kepada BPJS Kesehatan.

(3)Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH,
yang diperuntukan bagr KDH/WKDH belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya harus mengalokasikan €rnggaran Belanja Iuran
Jaminan Kesehatan KDH/WKDH beserta komponen
perhitungan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, diuraikan dalam Tabel. l3
sebagai berikut:

2

NO KOMPONEN PERHM.,NOAN
RANCNGAN P.APBD

TA 2023 iRp)

I Pe nerirnaan:

555.252.698,00

b) Belanja funjangan Keluarga DPRD 76.410.600,00

cl Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 791.395.500,00

d) Bclanja lbnjangan AJat Kelengkapan DPRD 65.854.212,00

3

e| Belanja T\njangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD

Iuran yang harus dibayarkan punlah Pcnerinaan x 40/o )

0,00

59.556.520,40

4 Alokasi Belanja Iuran Jamrnan Kesehatan DPRD pada APBD 52.980.732,00

Selisih kurang {angka a - angka 3} {6.575.788,40}
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Tabel. 13

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

Junlah Penenmran

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja luran
Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Belanja
Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dimaksud,
termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hat tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya harus menyesuaikan besaran alokasi
anggaran luran Jaminal Kesehatan bagi ASN, Pimpinan
dan Anggota DPRD dan mengalokasikan anggaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2O04 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyetenggara Jaminan Sosial,
Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 202O, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penvetoran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D. 16.a.1)j).(5)
l,ampiran Peratu-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

b) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Pimpinan dan
Anggote DPRD, dan KDH/WKDH sebagai berikut:

(llPenyediaan alokasi crnggar,rn Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang

2

0,m

-i-
I

KOMPONEN PERHIIUNOAN RancangnP-APBD TA2023

1 knenmaan:

a) &larja Gali Pokok KDH/WKDH

bl &lanja Tunjangan Keluarga KDH11{KDH

cl &lan1a Ilnjangan Jabaun OH/IIKDH

0,m

0,m

0 m

0,00

3 iluran 
yang hcus dihaarbn punlah hnerimaan x 4%) 0,m

Alokui &lan1a luran Janinan Kesehatan IOH/IWDH

pdaAPBD
0,m

iselisih langka 4 -angh 3)

4
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diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O23, diuraikan pada:

(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula
Rp211.436.337,00 berkurang Rp71.182.412,O0
menjadi Rp14O.253.925,0O; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula
Rp559.982.378,O0 berkurang Rp150.010.468,00
menjadi Rpa09.97 1 .9 1O,0O;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang
diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Beianja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar
O,24o/o dari gaji pokok Rp65.892.615.661,00 yaitu
Rp158. 142.277,59 atau terdapat selisih kurang
Rp17.888.352,59; dan

(b) Belanja luran Jaminan Kematian ASN sebesar O,72olo

dari Caji pokok Rp65.892.615.661,O0 yaitu
Rp409.971.910,00 atau terdapat selisih kurang
Rp64.454.922,76.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya harus menyesuaikan besaran
alokasi angg.rran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman
pada Pasal 22 ayat (1) Peraturar Pemerintah Nomor 70
Tahun 2O 15 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2Al7 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Ke{a dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1)j).(6)
lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2O22.

(2! Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang
diperuntukan bagr Pimpinan dan Anggota DPRD
diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a KDH/WKDH
belum dianggarkan dalam Rancalgan Peraturan
Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23;
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(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula
Rp1.155.168,0O berkurang Rp19.O32,00 menjadi

Rp1.136.136,O0; dan

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula
Rp3.465.864,0O berkurang Rp91.080,00 menjadi
Rp3.374.784,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 4O Tahun 20O4, Undang-Undang liomor
24 Tahun 2Ol l, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Talun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2O23 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor l8 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2O18 sebagaim4l6 telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O20, Peraturan
Pemerintah Nomor 7O Tahun 2015, sebagaimana telah
diubah dengan Perafuran Pemerintah Nomor 66 Tahun
2017, sesuai maksud butir D.16.a.1)j).(6) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
dan Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya harus menga-lokasik.n! .rnggarErn untuk B€lanja
Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a KDH/WKDH dan
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH dengan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4O Tahun
2OO4, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O1 l, Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2O17, sesuai maksud butir D- 16.a.1)j).(6) I-ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.
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c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan
pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan
dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan
bagi KDH/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang
tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medial Check
Up DPRD Rp1.9I4.4OO.OOO,OO, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, dalam
rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar
cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang
disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan
kesehatan yang diperuntukan Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor l8
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 188.31 17807 lS.l tanggal 2 November
2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).{c)
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka
pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan
kesehatan yang diperuntukan bagi KDH/WKDH belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya harus mengalokasikan anggaran unhrk pemeliharaan
kesehatan yang diperuntukan bagi KDH/WKDH sesuai
maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
ASN semula Rp344.759.587,00 berkurang Rp307. 273. 34 1,00
menjadi Rp37.486.246,00, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.l4 sebagai
berikut:
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Tabel. 14

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan

Perumahan Rakyat ASN

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi
anggaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan
Ralryat ASN dalam Rancangaa Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
belum sesuai dengan ketentua! peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Simpanan Peserta
Tabungan Perumahan Rakyat ASN seharusnya
Rp667.A77.236,2O, atau terdapat selisih kurang
Rp63O.390.99O,20.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta
Tabungan Perumahan Rakyat ASN dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 Rp667.877.236,2O dengan
berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O16 tentarrg Tabungaa
Perumahan Ralryat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2020 dan butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tang9al 24
Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan
Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula
Rp12.690.219.5OO,0O berkurang Rp247.142.a84,OQ
menjadi Rp12.443.O76.616,00, yang diperuntukan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

No Komponen Perhitungan APBD TA 2023 (Rp)
Rancangan P-APBD TA

2023 (Rp)

I
Penerimaan:

138.456.910.246,00 133.575.447.240,00Belanja Caji dan 'l\mjangan

ASN

)
luran yang harus

dibayarkan pumlah

Penerimaan x 0,5o/d

692.284.5s1,23 667.877.236,20

3

Alokasi Belanja luran
Simpanan Peserta Tapera

ASN

344.759.5E7,00 37.486.246,00

Selisih kurang (angka 3 -

anska2l .347.524.964,231 (630.390.990,20)
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(1)Belanja Uang Representasi DPRD semula
Rp56 l. 540.00O,0O berkurang Rp6.287.302,00 menjadi
Rp555.252.698,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Angqaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan
Tabel. l5 sebagai berikut:

Tabel.5.
Belanja Uang Representasi DPRD

)

3

4

J

Alokasi uang re presentasi pada

Rancangan P-APtsD 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Uang
Representasi DPRD belum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat besaran
alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya
Rp56 1.540.00O,OO, atau terdapat selisih kurang
Rp6.287.3O2,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya harus menyesuaikan alokasi
:rnggaran Belanja Uang Representasi DPRD
sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2O23.

(2) Belanja T\rnjangan Jabatan DPRD semula
Rp8 14.233.O00,OO berkurang Rp22.837. 500,O0 menjadi
Rp79 1.395.5OO,0O dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor I Tahun 2O23 sebesar l45olo (seratus empat
puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat
besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

URALAII

JUMLAH

PIMRI{A}{ Dfl\
ANGGOTA DPRD

JUMI.AH OAJI

POKOK DAIi

UANC

REPRESENTASI

(Rpl

JUML{H {Rpi

Ketua lsrtara dengan gaji pokok

Gubemur)

2. r 00.000,00 2.100.000,00

Sakil {8{P,6 da$ uang r€prcsenhsi

Kenra DPRDI

1 r .680.000,00 3.360.000.00

Angota (75% dari usng reprentas

Iietua DPRDI

22 1.575.000,00 34.650.000.00

Jumlah Pimpinan dan Angg;ota 25 40.110.000.00

uang representasi x 14 Bulenl 561.540.000.m

555.252.6S8,00

Selisih kurang {6.287.302,C0}

I

iNo

I
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seharusnya Rp814.233.0O0,O0 atau terdapat selisih
kurang Rp22.837.5OO,O0.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya harus menyesuaikan alokasi
angg€ran Belanja 'I\rnjangan Jabatan DPRD

sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telal diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023.

(3) Belanja T\rnjangan Alat Kelengkapan DPRD semula
Rp67.133.124,0O berkurang Rp1.278.912,O0 menjadi
Rp65.854.212,00, dianggarkan da.lam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2O 17 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas,
elisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan
rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud
sesuai ketentuan peraruran perundang-undangan.

(4) Belanja Ttrnjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD semula Rp3. 150.OO0.0O0,00 berkurang
Rp84.000.000,00 menjadi Rp3.066.0OO.000,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16

Belanja Tlrnjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD

UA.\G

REPRNUMASI

{Rpt

JU}{I"{H {Rpl

2.1m.000,m, 1.890.0m.ffi[,m

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

I(O[,{MNEN PIRHMJNGTI'{

JUUI,{H

flT{PIIiAI{ DilI

NGOOIADPRD

l 3 r dad uang npreentas l(etua
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DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, mengingat besaran alokasi
Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya
Rp I .89O.0OO.0OO,OO, atau terdapat selisih lebih
Rp1.176.00O.00O,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya harus menyesuaikan alokasi
anggaran Belanja T\rnjargan Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor I Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional.

(5) Belanja T\.rnjangan Reses DPRD semula
Rp787.5OO.000,OO berkurang Rp2 f .0O0.000,O0 menjadi
Rp766.5O0.O0O,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17

Belanja Tunjangan Reses DPRD

lio

1

3

Berdasarkan tabel sebagai6sls 6i atas, Belanja
T\rnjangan Reses DPRD belum sesuai dengal ketentuan
p€raturan perundang-undangan, mengingat besaran
alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD seharusnya
Rp472.5OO.0OO,OO, atau terdapat selisih lebih
Rp29a.OOO.OOO,Oo.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten lntan .Jaya harus menyesuaikan alokasi
anggaran Belanja T\rnjangan Reses DPRD yang

JTIUITH

HMffN,{I{ DAN

ANOCOIA DPRD

UAIIG

REPRffiNTTASI

{Rp}

KOMPONEN PERHTruNCAI JWLAH{Rp}

3 r dan uang represntasi lktua

DPRD (wuhun 3 hli reses|

25 2.100.m,00 4i2.500.000,00

Alokasi liinlmgan Reses pda

P.APBD M23

i66.500.000,00

Selisih lebth 294.000.000,00

i I

l
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diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap
meiaksanakan reses sebagaimana maksud Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2Ol7
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor l Tahun 2O23 dan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam
rincian objek:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula
Rp3.768.O00.000,O0 berkurang Rp96.00o.000,00
menjadi Rp3.672.O00.000,00; dan

(b) Belanja T\rnjangan Transportasi DPRD semula
Rp3.192.OOO.OO0,O0 berkurang Rp32.000.0O0,0O
menjadi Rp3. I 60.00O.0OO,0O;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dcngan Peraturan Pemcrintah Nomor 1 Tahun
2O23 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam
penggunaan angglrran dimaksud sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan
asas kcpatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan
lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peratur€rn
perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17

ayat (l) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2Ol7 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2O23 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20O6
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun 2O07 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20O6 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Ke{a Pemerinta}ran Daera}r.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
Rp201.600.0O0,OO, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:
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Tabel. 18

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Dana Operasional
Pimpinan DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Dana
Operasional Pimpinan DPRD seharusnya
Rp11O.88O.0O0,00, atau terdapat selisih lebih
Rp90.720.000,0O, sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Untuk ifu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
menyesuaikan alokasi anggar,rn Dana Operasional
Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17.

5) Belanja Penerimaan l-ainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya harus mengalokasikan anggaran Belanja Dana
Operasional KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun

No
KOMPONEN PERHITT'NGAN RANCANGAN

PERUBAHAN APBD TA 2023
Jumlah (Rp)

I Ketua DPRD 2 x Uang
Representasi
Ketua DPRD x l2
bulan

50.400.000,00

2 Wakil Ketua DPRD 1,5 x 2 Orang x
Uang Representasi
Wakil Ketua DPRD
x 12 Bulan

60.480.000,00

Dana Operasional 1r0.880.000,00
Alokasi Dana Operasional
pada P-APBD 2023

201.600.000,00

Selisih lebih 90.720.000,00
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Anggaran 2023 d,an penentuan besarannya disesuaikan
dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (i) huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu
paling rendah Rp2O0.0O0.O0O,00 darr paling tinggi 1,50o/o dari
target PAD da-lam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp 1 4. 1 O9.989. 64 l,0O yaitu Rp2 I 1.649.a44,62.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan angga-ran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah
Nomor 1O9 Tahun 2OOO.

6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja T\rnjangan Khusus semula
Rp40.644. 157.56 l,O0 berkurang Rp1.280.187.650,00 menjadi
Rp39.363.969.911,OO, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan

Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupatcn Intan Jala tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah
pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran
penggunaan anggar'.rn dengan mempedomani Keputusan
Presiden Nomor 68 Tahun 20O2 tentang Tunjangan Khusus
Kabupaten Intan Jaya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO. 1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Penrbahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor O50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
semula Rp121.980.0OO.OOO,00 bertambah
Rp19.673.0O5.659,O0 menjadi Rp141.653.005.659,0O atau
| 1,31o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerzrh Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O23, yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
semula Rp26.353.4OO.OOO,OO bertambah
Rp4.92 1.395.5O0,OO menjadi Rp3l.27 4.795.5OO,OO;
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b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
semula Rp72.597.000.000,00 bertambah
RptO.872.273.438,00 menjadi Rp83.469.273.438,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
semula Rp5.874.000.000,O0 bertambah
Rp 1. I 95.986.72 1,00 menjadi Rp7.069.986 .7 2 1,OQ;

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi
ASN semula Rp790.000.000,00 bertambah
Rp86.OOO.0OO,O0 menjadi Rp876.0O0.0O0,00; dan

e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
semula Rp16.365.6O0.000,0O bertambah
Rp2. 597. 35O.0OO,O0 menjadi Rp I 8.962.95O.000,0O;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan
anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
O.t6.a.t)j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya mengalokasikan anggaran TPP
Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi
Ernggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris
Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya,
dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan
fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari
jabatan administrator dan pengawasan serta jabatan
fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya berdasarkan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 7OO. 1.1 18737 ISj tanggal
9 Desember 2O22.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya juga
memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan
supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf
a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantaaan Tindak Pidana
Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a. t)j).(7).(c) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022-

8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN semula Rp5.052.2OO.988,0O bertambah
Rp3.O I 4.89O.366,OO menjadi Rp8.O67.O9 1.354,00 atau 0,64o/"
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
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Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Trrnjangan Profesi Guru (TPC) PNSD semula
Rp124.974.000,00 bertambah Rp2.272.939.7OO,OO

menjadi Rp2.397.9 1 3.70O,00;

b) Betanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula
Rp 1.658.56 1.000,0O bertambah Rp5.905.90O,00 menjadi
Rp1.664.466.9OO,00;

c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

semula Rp 1 5O.9O 1.000,00 bertambah Rp472.200.000,00
menjadi Rp623. 10 1.0OO,OO; dan

d) Belanja Honorarium semula Rp3.117.764.988,O0
bertambah Rp263.844.766,0o menjadi
Rp3.38 1.6O9.754,00, yaitu:

(1)Belanja Honorarium Penanggunglawaban Pengelola
Keuangan semula Rp674.314,988,0O bertambah
Rp 104.824.766,O0 menjadi Rp779. 1 39.754,0O;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula
Rp2.401.890.0O0,00 bertambah Rp39.O2O.0O0,00
menjadi Rp2.44O.9 10.000,00; dan

(3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ) semula Rp4I.56O.0OO,O0
bertambah RpI20.000.0OO,OO menjadi
Rp161.560.00O,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dengan berpedoman pada:

a) T\mjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan
Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus
Guru ASN Daerah di Daerah Khusue yang bersumber dari
APBN Tahun Anggaran 2O23 melalui DAK Non Fisik,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
insentif danlatau tunjangan kepada pejabat atau pegawai
berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya sebagaimana maksud butir D.t6.a.llj).(8|
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19, Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 202O tentang Standar Harga Satuan Regional dan
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butir D.16.a.1)j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan
tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga saruan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan .rnggaran Belanja Barang dan Jasa semula
Rp362. 1 86. I 75.47 4,OO bertambah Rp82.670.33 I .258,00 menjadi
Rp444.856.5O6.732,OO atau 35,5270 dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus
digu.nakan untuk

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang
tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sebaga.imana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2Ol9 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahvrt 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
terczrntum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp 1 29. I 29. I 1 2. I 35,00
bertambah Rp21.399.740.310,00 menjadi
Rp150.528.852.445,40 atatu l2,O2o/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD ?ahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp129. 125.019.635,00
bertambah Rp2l.399.7aO.3lO,O0 menjadi
Rp150.524.759.945,00, yang antara lain tercantum pada
belanja:

(1) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.825.9OO.OO0,OO pada
Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;

(2) Belarja Barang Pakai Habis Rp1.492.550.0O0,00 pada
Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang
Sumbemya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain;
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{3) Belanja Barang Pakai Habis RpI.350.OOO.O00,00 pada

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;

(4) Belanja Barang Pakai Habis Rp1.969.898.889,00 pada
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi;

(5) Belanja Barang Pakai Habis 2.025.980.000 pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi;

(6) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp2.19l .560.000,00
bertambah Rp1.350.OO0.OOO,OO menjadi
Rp3.541.560.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Kunjungan Tamu pada Selrretariat Daerah;

(7) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp3.51 1 .917.O46,O0
bertambah Rp2.2O3.747.946,OO menjadi
Rp5.715.664.992,O0 pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan; dan

(8) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.915.OOO.000,0O pada
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(l) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Rp26.663.80o,00;

(2 ) Belanja Bahan- Bahan Kimia Rp7 7 .425. 920, OO;

(3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula
RpS.773.417.976,00 bertambah Rp1.05O.143.202,O0
menjadi Rp6.823.56 1. 1 78,O0;

(4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
Rp872.599.858,0O;

(5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Terna,k/Bibit Ikan semula
Rp26O.868.3OO,OO bertambah Rp723.765.234,OO
menjadi Rp984.633.534,0O;

(6) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula
Rpr.O13.916.469,OO bertambah Rp316.323.676,O0
menjadi Rp 1.33O.24O. l45,OO;

(7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor semula Rp6.073.219.O65,OO bertambah
Rp 1.344.7O8.335,OO menjadi Rp7.4 17.927.400,0O;
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(8) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan
Couer semula Rpl18.108.100,00 bertambah
Rp 1 3.0O4. I 7 l,0O menjadi Rpl3 1. I 12.27 7,OO;

(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Cetak semula Rp10.7O4.428.319,00 bertambah
Rp2.8 1 4.749.O76,0O menjadi Rp I 3.5 19. 1 77.395,00;

(lO)Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

semula Rp664.959.025,00 bertambah Rp43.827.058,00
menjadi Rp7O8.786.083,00;

(1l)Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer s€mula Rp123.932.084,00 bertambah
Rp19.422.900,0O menjadi Rp143.354.984,O0;

(l2)Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor semula Rp6OO. 162.035,00 bertambah
Rp205.852.97O,0O menjadi Rp806.0 I 5.O05,00;

( I 3)Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula Rp198.104.734,00 bertambah
Rp332.696.068,00 menjadi Rp530.800.802,00;

(l4)Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas semula Rp1.084.490.30O,00
b€rtambah Rpf .3a9.788.40O,00 menjadi
Rp2.434.278.7OO,OO;

(15)Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Pendukung Olahraga semula
Rp58.832.800,00 bertambah Rp 1 0 1.42 1 . 200,00 menjadi
RpI60.254.O00,00;

( t 6) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/ Bahan
untuk Kegiatan Kantor [,ainnya semula
Rp1.419.625.415,0O bertambah Rp456.983.600,00
menjadi Rp 1.876.6O9.0 I 5,00;

(17)Belanja Obat-Obatan-Obat Rp1.00O.0OO.000,00;

(l8)Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan l.ainnya
Rp6.378.681.428,00;

(I9)Belanja Natura dan Pakan-Natura semula
Rp1.797.84O.O0O,00 bertambah Rpl.OO0.000.OO0,OO
menjadi Rp2.797.84O.0O0,0O;

(2O)Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula
Rp22.235.942.332,OO bertambah RpS. 164.455.2OO,OO
menjadi Rp27 .4OO.397. 532,OO;

(2f )Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
Rp2.03O.386.OOO,OO bertambah Rp1.3O4.15O.OOO,OO
menjadi Rp3.334.536.OOO,OO;
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(22)Belanja Penambah Daya Talan
Rp1.197.30O.0OO,O0 bertambah
menjadi Rp 1.28 1.540.OOO,00;

(23)Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
semula Rp7.O46.895.OOO,00 bertambah
Rp2.67O.0OO.000,00 menjadi Rp9. 7 I 6.895.000,00; dan

(24)Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan
Anggota DPRD Rp293.O25.0O0,OO;

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp4.O92.5O0,O0 atau
O,0003o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pipa-Pipa
Plastik PVC (UPVC) Rp4.O92.5O0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
narnun dalam pelaksanaannya d isesuaikan dengan kebutuhan
nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2O22 dengan menerapkan digitalisasi pcngelolaan
administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor E4 Tahun
2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Belanja Barang untuk DUual/Diserahkan kepada Masyarakat
semula Rp58.066.795.675,00 bertambah Rp2.4O4.2O9.22O,OO
menjadi Rp60.47 1.0O4.895,00, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan
prograrn, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikaa
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatal guna
mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman

Tubuh semula
Rp84.240.0OO,O0
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pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
sebagaimana maksud butir D. 16.a.2).c).(t).(b) dan butir
D. f 6.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, ehsiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang
terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai
siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D. 16.a.2).c).(1).(d)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp81.983.652.564,OO
bertambah Rp19.191.978.341,00 menjadi
Rp101.175.630.905,00 atau 8,087o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara
lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp51.772.8O2.000,0O
bertambah Rp4.135.992.392,00 menjadi
Rp55.9O8.794.392,O0 ata,u 4,460/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
antara lain tercantum Belanja Jasa Kantor
Rp4.329.0O0.O00,00 pada Sub Kegiatan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Penrbahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia semula
Rp3.263.55O.0OO,OO bertambah Rp 1.O88.5OO.OOO'OO

menjadi Rpa.352.050.OOO,0O;

(2) Honorarium Tim Pelatsana Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp3.088.89O.O00'00
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bertambah Rp826.470.0O0,OO menjadi
Rp3.915.360.o00,00;

(3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan
Beracara semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Perafuran Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
RpS15.400.00O,00;

(4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Br,rletin, Majalah,
Pengelola Teknologi lnformasi dan Pengelola Websitc
semula Rp388. 7 50. 000,00 bertambah RpS.O0O. 0O0,OO

menjadi Rp393.75O.OOO,00;

(5) Honorarium Penyelenggara Ujian Rp370.765.0O0,00;

(6) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi,
Kabupaten atau Kota Rp209.O00.000,00;

(7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Rp29.900.00O,00;

(8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Rp65.800.OOO,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan RpS.920.200.OOO,0O;

(10) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp9.725.062.000,00;

{11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum semula Rp86.000.0OO,O0 bertambah
Rp64.0O0.O0O,O0 menjadi Rp I 5O.O0O.OOO,0O;

(12) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat semula
Rp1.612.8OO.O00,00 bertambah Rp8.4OO.0O0,00
menjadi Rp1.62 1.20O.0O0,00;

(13| Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula
Rpl2.r89.6OO.0OO,OO bertambah Rp46.832.392,O0
menjadi Rp r 2.236.432 .392,OO;

(14) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula
Rp1.159.2OO.O00,0O bertambah Rp43.2O0.00O,0O
menjadi Rp 1.202.a0O.O00,0O;

(15) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula
Rp175.200.0OO,0O bertambah Rp75.OO0.0O0,O0
menjadi Rp25O.2O0.OOO,00;

(16) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp858.0OO.OO0,O0
bertambah Rp380.OOO.OO0,OO menjadi
Rp1.238.0O0.0O0,O0;

(17) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rpl.291.2OO.OOO,OO;
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(18) Betanja Jasa Tenaga Keamanan semula

Rp1.945.788.0O0,0O berkurang Rp73.500.0OO,00
menjadi Rp 1.872.288.000,00;

(19) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp378.O00'OO0,0O;

(2O) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
Rp81.50O.0OO,00;

(2f) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
Rpl. r61.329.OO0,o0;

(22) Belanja Jasa Kalibrasi Rp I 75.O0O.O0O,00;

(23) Belanja Jasa Pengukuran Tanah Rp32.5OO.O00,O0;

{2a) Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan
RpS.328.820.000,00;

(25) Belanja Paket / Pengiriman semula RpI.072.281.OO0,0O
bertambah Rp5o0.00o.000,00 menjadi
Rp1.572.281.0OO,O0;

(26) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan semula
Rp84.140.O00,00 bertambah Rp306.69O.00O,O0
menjadi Rp39O.83O.O0O,0O;

(27) Belanja lrmbur RpS1.O27.O0O,OO;

(28) Belanja lnsentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
Rp42.O00.O0O,O0; dan

{29) Belanja InsentifTenaga Kesehatan Penanganan COVID-
19 Rp72.ooo.ooo,0O;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 namun dalam pelaksanaannya harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai
target kineda sub kegiatan dimaksud serta standar harga
satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan unruk menganggarkan
pengadaanjasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kineda pelaksanaan
sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan
keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam
pedanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai

imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian
layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-
jasa lainnya sebagaimana maksud butir D. I 6.a.2).c)'(2)' (a)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula
Rp7.243.7 I 5.596,O0 bertambah Rp34.758.743,0O menjadi
Rp7.278.474.339,0O atau 0,58% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diuraikan pada sub kegiatan Belanja Iuran
Jaminan/ Asuransi RpS. 62 0. 1 04. 0OO,OO pada Sub Kegiatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU
dan BP Kelas 3 Rp5.620.104.000,00;

(2! Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula
Rp1.433.686.276,O0 bertambah Rp31.264.583,0O
menjadi Rp 1.464.950.859,OO;

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
semula Rp84.467.52O,O0 bertambah Rp1.552.960,00
menjadi Rp86.020.480,0O; dan

(4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula
Rp 1O5.457.800,O0 bertambah Rp 1.94 1.200,O0 menjadi
Rp107.399.OO0,O0.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain
pesefta JKN yaitu Peke{a Penerima Upah (PPU} dan
Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya wajib melakukan integrasi
Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna
terselenggaranya jaminan kesehatan bagr seluruh
penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2).c).(21.(b).v.viii) la.mpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor E4 Tahttn 2O22.

-86-
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Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya tidak diperkenankan mengelola
sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN,
termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan skema ganda sebaqaimana dimaksud
butir D.16.a.2).c).(Z).{b).vi Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan angg.rran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula
Rp16.252.941.97O,OO bertambah Rpll.3O2.l35.OOO,0O
menjadi Rp27.555.076.97O,0O alau 2,2O%o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Sewa Peralatan dar Mesin semula
Rp701.6OO.O0O,0O bertambah Rp1.74O.OO0.0O0,0O
menjadi Rp2.441.6O0.O0O,O0 pada Sub Kegiatan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
Atas Pendaftaran Penduduk; dan

(b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula
Rp4. I 76.OOO.OOO,0O bertambah Rp3.738.OOO.0OO,OO

menjadi Rp7.91a.000.000,00 pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.

Selanjutnya, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten lntan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
Rp2 73.743.000,00 bertambah Rp87.735.000,00 menjadi
Rp361.478.O00,00;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
semula Rp66.800.OOO,OO bertambah Rp I 42.4O0.0OO,O0
menjadi Rp2O9.20O.O00,00;

(c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Rpl68.60O.OO0,0O;

(d) Belanja Sewa Kapal Terbang semula
Rp15.665.798.970,00 bertambah Rp9.972.OOO.O00,0O
menjadi Rp25.637. 798.970,OO;

(e) Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangarr Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, dianggarkan Rp 1.1OO.OOO.00O,OO; dan
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(f) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya
Rp78.OO0.OO0,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula
Rp2.543.393.O00,OO bertambah Rp830.3O0.000,O0
menjadi Rp3.373.693.OOO,O0 atau O,27o/o d,ai total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, yalrrg diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
Rp150.0Oo.oo0,00;

(b) Betanja Sewa Bangunan Gudang Rp200.000.000,0O;

(c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
semula Rp821.393.OOO,O0 bertambah
Rp24O.3OO.00O,0O menjadi Rp 1.06 1.693.0OO,0O;

(d) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
semulia tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun An ggar an 2023, dianggarkan Rp I 90.000.000,00;

(e) Belanja Sewa Asrama Rpl.IOO.OO0.0O0,OO; dan

(f) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Lainnya semula Rp272.OO0.OO0,OO bertambah
Rp4O0.0OO.0OO,00 menjadi Rp672.OOO.0O0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan
terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya,
apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka
penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap
memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta pengtrematan penggunaan anggaran
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan €rnggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah yang disusun dengan mcmperhatikan kebutuhan serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(Z).(0
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

4) Penyediaan anggaran Belanja Konsultansi yang tercantum
pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula
Rp2.015.549.998,00 bertambah Rp984.8OO.OOO,00

menjadi Rp3.000.349.998,00 atau O,24o/o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang antara lain tercantum pada:

(l) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
Rpl.O I 5.549.998,0O pada Sub Kegiatan Pengembangan
Rumah Sakit;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp500.O00.000,00
pada Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten / Kota;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp450.0O0.O00,O0 pada
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya; dan

(4) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp32O.OO0.OO0,00 pada
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(l) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
diang5;arkan Rp984.8OO.000,00

(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya RpSOO.OOO.OOO,OO;

(3) Belada Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil
Transportasi Rp I 5O.O00.OOO,OO; dan
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(4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan
Bangunan dan Landscape Rp L365.549.998,O0;

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula
Rpl 50.0OO.O0O,O0 bertambah Rp3O0.OO0.OOO,00 menjadi
Rp45O.0OO.0O0,O0 atau 0,04o,/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2Q23, yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(11 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-
Telematika Rp I 5O.OOO.00O,OO; dan

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dianggarkan Rp3O0.OOO.0O0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
namun dalam pclaksanaannya tetap memperhatikan aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta
penghematan pengguna.rn €rnggaran dan disesuaikan dengan
keburuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksucl
terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep full asting atau nilai aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap
digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-
undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

5) Betanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula Rp2.O05.25O.0OO,OO
bertambah Rp 1.603.992.206,OO menjadi Rp3.6O9.242.206,0O
ata,u O,29o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan
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Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada

Bel.anja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp880.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan T\rgas dan Fungsi pada Dinas
Penalaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula
Rp26O.OO0.0OO,00 bertambah Rp I 84.6OO.000,00 menjadi
Rp444.6O0.0o0,Oo;

b) Belanja Sosialisasi semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp67.500.OOO,00

c) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp1.717.25O.O00,O0
bertambah Rpl.351 .892.206,0O menjadi
Rp3.O69. 142.206,0O; dan

d) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp28.OOO.OOO,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif,
efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta
tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan
aspek urgensi, kualitas penyclcnggaraan, muatan substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat
daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana
maksud butir D. 16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp6. I 19.631 .925,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2O17 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah Provinsi dan
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2O 17

tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai maksud butir
D. 16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
N<rmor 84 Tahun 2O22.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya dapat menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, tuorkshop,
lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi
kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur
atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang
bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan
atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga
pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerap€rn protokol pencegahan penularan
COVID- 1 9 sesuai maksud butir D. I 6.a.2).c).(2). (i).iv Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6) Belanja Pemeliharaan semula Rp20.508.032.828,00
bertambah Rp618.332.6O7,OO menjadi Rp21.126.365.435,00
atau 1,6970 dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan ke dalam rincian
objek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp1.407.937.50O,OO, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
Rpl.407.937.5O0,OO, yang hanya tercantum pada Betanja
Pemeliharaan Tanah Rp 1.407.937.50O,0O pada Sub
Kegiatan Pengclolaan Band,ara / Lapangan Udara.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula
Rp3.41O.165.8OO,OO bertambah Rp813.793.1OO,00
menjadi Rp4.223.958.9OO,OO, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:
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(1) Belanja Pemeliharaan AIat Besar-Alat Bantu- Elactric
Generating Set semula Rpl01. 18O.0O0,00 bertambah
Rp56O.0O0.OO0,00 menjadi Rp66 I . 18O.0O0,O0;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
semula Rp1.259.585.800,00 bertambah
Rp I 93.48O.0O0,0O menjadi Rp 1.a53.065.8O0,0O;

(3) Belanja Pcmcliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
semula Rp206.4O0.OO0,0O bertambah
Rp lO.32O.OOO,OO menjadi Rp2 I 6.720.o0O,0O;

(a) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat
Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
Rp1.843.OO0.OO0,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkaa Rp7O.77 4.300,00;

(6)Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-
Personnl Computer semuia tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp25.858.aO0,O0; dan

(7) B€lanja Pcmeliharaan Komputer-Peralatan Komputcr.
Peralatan Komputer Lainnya semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp I 2.929.4O0,OO;

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula
Rp1O.459.161.O53,O0 berkurang Rp495.46O.493,O0
menjadi Rp9.963.7OO.56O,OO atau 0,8O% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangu.nan
Rp2.60O.0O0.0OO,OO pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Puskesmas; dan

(2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rp4.362.5OO.OO0,OO pada Sub Kegiatan Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kineq'a Terkait
Kesejahteraan Masyarakat.
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Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Cedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Rp4O0.OO0.OOO,0O;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Keda-Bangunan Gedung untuk
Bengkel/ Hanggar Rp360.00O.O0O,00;

(3)Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Asrama Rp4.362.500.000,00;
dan

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Cedung Tempat
Tinggal Lainnya semula Rp5.336. 66 1 .053,O0 berkurang
Rp495.460.493,0O menjadi Rp4.84 1.2OO.56O,0O;

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
RpS.230.768.475,0O bertambah Rp300.O00.000,00
menjadi RpS.530.768.475,O0 atau O,44o/o deri total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang antara lain tercantum pada Beianja
Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Rp3.O39.OO0.OO0,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga
Listrik untuk Masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan
Irigasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Penrbahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(l) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan
Kabupaten semula Rp2.191.768.475,0O bertambah
Rp3OO.00O.OOO,O0 menjadi Rp2.49I.7 6a.475,OO; dan

(2)Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-
Jaringan Listrik Lainnya Rp3.O39.O00.0O0,0O;

clianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
nzunun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta
penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan
keLrutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2O19.
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Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2O14 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O20 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2O 16, serta butir D. 16.a.2).c). (3).(a) lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga
didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang
mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan
barang milik daerah yang ada;

b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar
harga;

sesuai maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja
pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan bcrpedoman pada Peratural Presiden
Nomor 33 Tahun 202O.

7) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp1O9.697.637. 191 ,00
bertambah Rp41.460.280.0OO,O0 menjadi
Rp l5 1. 157.9 I 7 .l9l ,OO atau l2,O7o1o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daera.h Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya
diuraikan pada rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Negeri semula Rp 1O9.697.637.191,O0 bertambah
Rp41.460.280.000,00 menjadi Rpl51.i57.917. 191,OO, yang
antara lain tercantum pada:

a) Belanja Pe{alanan Dinas Dalam Negeri semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.173.O00.00,00 pada Sub
Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Kabupaten/ Kota;

b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O2 3dianggarkan Rp I . 2O5. 75O. 00O, 0O pada Sub
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Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD;

c) Belanja Pedalanan Dinas Dalam Negeri semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp4.3OO.0OO.00O,00 pada Sub
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi;

d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula
Rp2.488.050.000,00 bertambah Rp1.642.30O.0O0,00
menjadi Rp4. I3O.35O.OOO,OO pada Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
pada Sekretariat Daerah;

e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula
Rp1.679.350.00O,00 bertambah Rp2.381.O5O.000,00
menjadi Rp4.06O.4O0.OOO,OO pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan;

f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Rp 1.8O3.6OO.O0O,OO pada Sub Kegiatan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah;

g) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Rp4.1 f 4.2O0.0OO,OO pada Sub Kegiatan Pendalaman T\rgas
DPRD;

h) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula
Rp8.157.350.OOO,OO bertambah RpS.665.1OO.00O,O0
menjadi Rp13.822.450.O0O,O0 pada Sub Kegiatan
Kunjungan Kerja dalam Daerah;

i) Belanja Pe{alanan Dinas Dalam Negeri
Rp3.724.425.0OO,0O pada Sub Kegiatan Pelalsanaan
Reses; dan

j) Bclanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula
Rp3.245.40O.0OO,OO bertambah Rp2.582.829.000,OO
menjadi Rp5.E28.229.OOO,OO pada Sub Kegiatan Koordinasi
Pen)rusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APtsD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Peg'alanan Dinas Biasa semula
Rp1O9.697.637.r91,OO bertambah Rp41.334.685.OOO,OO
menjadi Rp l5 1.032.322. l9 1,0O; dan
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b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dianggarkan Rp 125.595.0O0,O0;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
elisiensi, kepatutan dan keu'ajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2O19 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk
hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah
hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target
kineda dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya
dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan
perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perj alanan
dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O dan butir D.16.a.2).c).{a}
tampiran Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

Penyediaan anggarErn pada belanja perjalanan dinas paket
Meeting deJam kota digunakan untuk mengan6;garkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya

1,ang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah
Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah
Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah
peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh
Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
D.16.a.2).c).(a).(a).iv L^ampiran Peraturan Menteri Da]am
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas
paket Meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan
pe{alanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya
yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah
Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota
Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas
yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai
maksud butir D. I 6.a.2).c). (a). (a).v Lampiran Peratr:ran Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
l,ain/Masyarakat Rp 1 2.306.390.256,00 atau 0,98% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
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Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diuraikan ke daiam rincian objek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
LainlMasyarakat Rp12.306.39O.256,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Beasiswa
Rp12.3O6.39O.256,00, yang antara lain tercantum pada:

(1)Belanja Uangyang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
LainlMasyaralat Rps.186.390.256,00 pada Sub
Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertamal dan

(2) Belanja Uangyang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/ Masyarakat Rp5OO.OOO.000,00 pada Sub Kegiatan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Atas.

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp2.550.000.000,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang
Diberikan kepada Masyarakat Rp2.55O.O0O.O0O,0O, yang
antara iain tercantum pada:

(1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak tain/Masyarakat Rp 1.500.000.000,00
pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Masyarakat; dan

{2} Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Rp9OO.OOO.O00,OO pada
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDC
Hewan/Tanaman"

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa
kepada masyarakat, penanganan dampak sosial
kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis
nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan pe rundang-undangan dan/atau TKDD
yang penggunaannya sudah ditenfukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir D. 16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Subsidi

Penganggaran Belanja Subsidi semula Rp3.62O.O0O.OOO,O0
bertambah Rp4O0.OOO.OO0,OO menjadi Rp4.O2O.OOO.O00,0O atau
A 32o/o dari total belaaja daerah dalam Rancangan Peraturan
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Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja
Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta semula
Rp3.62O.OOO.0OO,0O bertambah Rp4OO.OO0.0OO,O0 menjadi
Rp4.O20.OO0.000,OO, yang hanya tercantum pada Belanja Subsidi
kepada Badan Usaha Milik Swasta semula Rp3.620.O0O.OO0,0O
bertambah Rp4OO.0OO.OOO,O0 menjadi Rp4.020.OOO.0O0,O0 pada
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Bandara/ I-apangan Udara, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 hanya untuk diberikan kepada
Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar
masyarakat, agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau
oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dengan berpedoman
pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2Ol9 sena
butir D.16.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022.

d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula
Rp34. 535.7 1 5.OO0,OO bertambah Rp36.985.878. r 42,00 menjadi
Rp71.52 1 .593 .142,OO atau 5,7lo/o dari total belanja daerah da.lam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1) Belanja Hibah semula Rp 19.887.180.000,00 bertambah
Rp28.65O.5O7.155,O0 menjadi Rp48.537.687.155,0O atau
3,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Badan, [rmbaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
Rp15.175.00O.OOO,OO bertambah Rp28.650.5O7.155,OO
menjadi Rp43.825.5O7.155,OO, yang diuraikan ke dalam
rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula
Rp4.075.0O0.00O,00 bertambah Rp3.050.O00.O00,00
menjadi Rp7.125.000.0O0,OO, yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja:

(a) Beianja Hibah Uang kepada Badan dan kmbaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial y'ang

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan semula Rp4.O75.OOO.OOO,OO bertambah
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Rp3.O50.000.000,0O menjadi Rp7.125.000.0O0,00,
yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan tembaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 dianggarkan Rp7OO.0O0.OOO,OO pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kineda Terkait Kesejahteraan
Masyarakat, yang diberikan kepada Dharma
Wanita Kabupaten Intan Jaya Rp7O0.O00.0OO,0O;

ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan kmbaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Rp2.7OO.000.0OO pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang
diberikan kepada:

i) KPUD Intan Jaya Rp1.OOO.OO0.000,00;

ii) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten intan
Jaya Rp200.OOO.O0O,O0;

iii) Panitia Seleksi Pemilihan DPRD Kabupaten
Intan Jaya Periode Tahun 2024-2O29 Formasi
Pengangkatan dari Perwakilan Adat
Rp1.oo0.000.000,00;

ir') Panwas Intan Jaya Rp500.00O.O00,0O;

Dari aspek teknis penganggaran, penerima
Belanja Hibah pada butir ii.iii) dan ii.iv), tidak
menggambarkan satuan terkecil penerima Belanja
Hibah Uang kepada Badan dan kmbaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial -vang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan dimaksud, yang akan ditransaksikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten lntan
Jaya harus memformulasikan kembali rincial
objek belanja dimaksud ke dalam rincian objek
belanja berkenaan, sesuai dengan target capa.ian
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kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan
apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur,
dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud
Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan kmbaga
yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan semula Rp 1.375.O0O.0O0,O0
bertambah Rp2.35O.OOO.0o,oo mcnjadi
Rp3.725.O00.0OO,OO pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Keda Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan kmbaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah, yang diberikan
kepada:

i) Bantuan Musibah Pencurian Senjata Polsek
Homeyo untuk pengamanan HOMEYO
Rp300.0O0.OOO,O0;

ii) BKO POLRI ITITAN JAYA Rp75.O00.OO0,OO;

iii) Hibah Uang Ke Kemanan (Polrcs Intan Jaya)
dalam rangka koordinasi Tahapan Pemilihan
Tahun 2024 SUGAPA Rp5O0.OOO.000,O0;

iv) Hibah Uang Ke Kemanan (TNI) dalam rangka
koordinasi Tahapan Pemilihan Tahun 2O24

Sugapa Rp4OO.OOO.OOO,O0;

v) Polda Papua Jayapura Rp6OO.OO0.O00,00;

vi) POLSEK SUGAPA Rp2OO.0O0.OOO,0O;

Dari aspek teknis penganggaran, penerima
Belanja Hibah pada butir iii.i), tidak
menggambarkan satuan terkecil penerima Belanja
Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang
Bcrsifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan dimaksud, yang akan ditransaksikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Jaya harrs memformulasikan kembali rincian
objek belanja dimaksud ke dalam rincian objek
belanja berkenaan, sesuai dengan target capaian
kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan
apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur,
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dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud
Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan kmbaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar semula Rp1.90O.0O0.0O0,O0
bertambah Rp3.95O.507.155,0O menjadi
Rp5.85O.5O7.155,00, yang diuraikan ke daiam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah
Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula
Rp1.9OO.0OO.00O,00 bertambah Rp3.95O.5O7.155,0O
menjadi Rp5.85O.5O7.155,OO, yang antara lain
tercantum pada:

(a) Bclanja Hibah Uang kepada Badan dan [rmbaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp2. 1 3O. 5O7. 1 55,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, yang
diberikan kepada Yayasan Pendidikan Alirena
Rp2. 13o.5o7.155,O0;

(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan [cmbaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp1.32O.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
Atas, yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan
Alirena Rp 1.320.O00.0OO,00 ;

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lrmbaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar Rp50O.OO0.OO0,00 pada
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja
Sama dengan Selctor Swasta untuk Penyediaan
Instrukrur serta Salana dan Prasarana Irmbaga
Pelatihan Kerja yang diberikan kepada Yayasan
SOMATUA RpSoO.oOO.oOo,OO;

(d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lcmbaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar semula tidak
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dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp5O0.00O.O0O,0O pada Sub Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada KNPI
INTAN JAYA Rp5OO.0OO.OOO,OO; dan

(e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar Rpl.2O0.OO0.OOO,0O
pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijalan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, yang
diberikan kepada:

i. Persatuan Perempuan Migani
Rp2o0.0oO.0O0,00;

ii. Dewan Adan Rp200.OO0.OOO,0O;

iii. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wanita
Kristen Indonesia (DPC PWKI)
Rp4O0.OOO.OOO,0O;

iv. Lamup Rpl0O.OOO.0OO,OO;

v. Lembaga Adat Sani Rp1OO.000.OOO,0O; dan

vi. kmbaga Masyarakat Adat (LMA)

Rp200.00o.o00,00.

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan kmbaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula
Rp8.9O0. 0O0.OOO,O0 bertambah Rp2 1.650.000.000,00
menjadi Rp30.550.O00.OOO,O0, yang hanya diuraikan
pada sub rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lcmbaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan semula Rp8.900.0OO.0O0,0O
bertambah Rp21.650.OO0.0O0,OO menjadi
Rp3O.550.O0O.OOO,OO, yang antara lain tercantum pada:

(a) Beianja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp3OO.OOO.OOO,OO pada Sub Kegiatan Pengembangan
Organisasi Keolahragaan, yang diberikan kepada
KORMI Rp3OO.OOO.O0O,O0;
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(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lcmbaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp7.O0O.OOO.OOO,0O pada Sub Kegiatan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Panitia
Pembangunan Patung Yesus Kristus di Kabupaten
Intan Jaya;

Dari aspek teknis penganggaran, penerima Belanja
Hibah dimaksud, tidak menggambarkan satuan
terkecil penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan
dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan, yang akan ditransaksikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
harus memformulasikan kembali rincian objek betanja
dimaksud ke dalam rincian objek belanja berkenaan,
sesuai dengan target capaian kineda yang diharapkan
dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan,
sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan kmbaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp1.800.O0O.O00,OO pada Sub Kegiatan Pelatihan,
Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi
Ifteatil yang diberikan kepada Lembaga Hati Nurani
Masyarakat Moni Ugimba (LHNMU)
Rp1.800.00o.O0O,00;

(d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
semula Rp7.800.000.000,00 bertambah
Rp9.750.OOO.0OO,OO menjadi Rp17.550.0OO.OO0,O0
pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
Spiritual, antara lain diberikan kepada:

i. Konfrensi GKII Kab. lntan Jaya Sugapa
RpE50.OOO.0OO,OO;

ii. Konfrensi GKII Agisiga Rpa00.O0O.000,OO;
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iii. Panitia Ibadah Perayaan Natal dan Penyambutan
Tahun Baru 2024 cKJ,l Jemat Antiokia Kelasis
Wandae Wandai Rp50O.OOO.OO0,0O; dan

iv. Pastoran Bilai Bilai Rp5OO.OOO.0O0,0O.

{4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia Rp3OO.OO0.OO0,OO, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia Rp3O0.O00.OOO,00;

b) Belanja Hibah Dana BOS Rp4.224.680.0O0,0O atau 0,34olo

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke da-lam rincian
objek belanja:

(1| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Negeri Rp80.0O0.000,O0;

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Swasta Rp2.989.0OO.000,OO; dan

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh
Satdikmen Swasta Rp 1. I 55.680.00O,0O;

2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp14.648.535.OO0,O0
bertambah Rp8.335.37O.987,OO menjadi
Rp22.983.905.987,00 atau 1,84%o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam objek belanja:

a| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula
Rp14.573.535.O0O,00 bertambah Rp2.909.970.987,00
menjadi Rp17.483.505.987,OO, yang hanya diuraikan ke
dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada Individu semula
Rp14.573.535.000,o0 bertambah Rp2.909.970.987,O0
menjadi Rp 1 7.483. 505.987,00, yang terc€rntum pada:

(1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu Rp450.O00.0O0,OO pada Sub Kegiatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan
alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam
Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.
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(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu Rp2.980.OO0.00O,OO pada Sub Kegiatan
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, yang
diberikan kepada Bantuan Langsung Tunai Pengungsi
Korban Konfl ik Rp2.980.OO0.OO0,00;

(3) Betanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu semula Rp1.350.000.000,00 bertambah
Rp539.970.987,OO menjadi Rp1.889.97O.987,0O pada
Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi; dan

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
lndividu semula Rp 1.82 l.46O.OOO,OO bertambah
Rp1.910.o00.0OO,00 menjadi Rp3.73 1.46O.0O0,0O pada
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
Rp2OO.0OO.0O0,OO, yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada Keluarga Rp2OO.OO0.OOO,O0, yang tercantum pada
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Keluarga Terdaftar semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp200.00O.000,00 pada Sub Kegiatan
Pembangrrnan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, yang
diberikan kcpada SEPRINA WEYA Rp2O0.0O0.OOO,00.

c) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
semula Rp75.OOO.OOO,OO bertambah Rp5.225.4OO.OOO,OO

menjadi Rp5.3O0.4OO.OOO,OO, yang hanya diuraikan ke
dalam rincian objek Belanja Banruan Sosial Uang yang
direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula
Rp75.00O.OO0,00 bertambah Rp5.225.4OO.O00,00 menjadi
Rp5.3OO.4O0.0OO,OO, yang tercantum pada Belanja
Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok
Masyarakat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp5.225.a0O.0OO,O0 pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang diberikan kepada:

(1)Personil BIN POSDA Intan Jaya Rp175.4O0.00O,0O;
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(2)Panitia Ibadah bersama pengucapan slnrkur pelepasan
KDH/WKDH Periode 2017-2022 dan penyambutan PJ.

Bupati Intan Ja5ra Tahun 2023 Rp5.050.000.00O,00;

Dari aspek teknis peng€rnggaran, penerima Belanja
Bantuan Sosial dimaksud, tidak menggambarkan satuan
terkecil penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, yang akan
ditransaksikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Jaya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harus
memformulasikan kembali rincian objek belanja dimaksud
ke dalam rincian objek belanja berkenaan, sesuai dengan
target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub
kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur,
dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54
ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (41 dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O14 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b)
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
belum memprioritaskar pemenuhan belanja untuk mendanai
urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya
serta untuk

mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang
terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud,
penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai
Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum
dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian
Prioritas Pembalgunan Nasional Tahun 2O23 sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten lntan Jaya dan/atau
dalam rangka pcmenuham alokasi belarla dalam penerapam
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID- 19 di berbaeai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial,



-r08-

ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan
dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi
pendidikan sekurang-kurangnya 2oo/o (dua puluh persen) dari
total belanja daerah, dan mengalokasikan anggar€rn produk usaha
mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnla 40olo

(empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya serta yang
terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat,
penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianglarkan sepanjang
telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang
pencapaian sasar€rn program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pcmbangunan dan kcmasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, serta memberikal nilai manfaat bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana
maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan
butir D.16.a.5).b) l^ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahrn 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungiawabannya harus dijamin
efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud
melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala
Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga
penyedr'aan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan
sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah
dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait
hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi
vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan
Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya
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bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada
SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan
sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah
yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD,
KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Rp487.500.00O,00 atau 0,O4% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggzran 2O23, yang diuraikan ke dalam
rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik Rp487.5OO.OOO,OO, harus berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 20O9 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kati
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O18 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pcngajuan, Pcnyaluran, dan Laporan Pertanggungiau'aban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana
maksud butir D. I 6.a.5).a).(+),(g).ii Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tatrun 2022.

e. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula
Rp228. I 66.902.585,OO bertambah Rp I 1.974. 588. 559,OO menjadi
Rp24O.14i.491.144,OO ataw l9,l7o/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam
kegiatan pemerintahar daerah, melewati batas minimal
kapitalisasi aset, berwujud. biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dima]<sudkan untuk dijual dalam
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operasi norrnal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19, sebagaimana
maksud butir D.16.b.3) dan butir D. 16.b.4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan
pada:

1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada
sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah
yang baru (new initiatiue) dan angka dasar @aseline,l serta
penJrusunan RKA-SKPD;

2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggunglawab meneliti dan menyetujui
rencana kebutuhan barang milik daerah; dan

3) Standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga
yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat
Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasal 9 Pcraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Perafuran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O dan Pasal
2O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,
sebagaimana maksud butir D. 16.b.9) L,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan €rngg,rr"an belanja Modal yang antara lain tercantum
pada belanja:

l) Belanja Modal Tanah semula Rps.1 17.26E.OOO,0O bertambah
Rp896.22O.0O0,0O menjadi Rp6.0 1 3.a88.OO0,O0 atau O,48olo

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja
Modal Tanah Persil semula RpS.1 17.268.O00,00 bertambah
Rp896.220.OO0,OO menjadi Rp6.0 I 3.488.00O,0O, yang antara
lain tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil
RpS.l17.268.O0O,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Modal Tanah Persil dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:
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a) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung
Tempat Tinggal Rp 1 .574.754.0OO,0O;

b) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
Rp3.542.5 14.00O,O0; dan

c) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat lbadah
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp896. 220.O0O,00 ;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tent€ng Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 19

Tahun 2O2l Tahun 2O12 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagr Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana
dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula
Rp23.672.7O2.725,AO bertambah Rp4.794.664.086,00
menjadi Rp28.467.366.81 I ,0O atatu 2,27o/o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Besar Rp45. 135.O80,OO atau 0,0O47o

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Modal Alat Bantu Rp45. 135.O80,OO, yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Pompa Rp22.681.287,O0; dan

(2) Belanja Modal Alat Bantu l,ainnya Rp22.453.793,OO;

b) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp3.622.565.oo0,00
bertambah Rp6OO.OOO.OOO,OO menjadi
Rp4.222.565.OOO,O0 atau O,34Yo dan total b€lanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat
Angkutan Darat Bermotor semula Rp3.622.565.O00,00
bertambah Rp600.000.O0O,0O menjadi
Rp4.222.565.OOO,OO, yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:
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{1} Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten lntan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan Rp6O0.O0O.OO0,00

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
Rp650.OOO.0OO,O0;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Rp218.500.00O,O0;

(4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Rp300.000.0o0,00; dan

(5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
Rp2.454.o65.00O,00;

c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula
Rp3.939.O5O.732,OO bertambah Rp1.O84.28O.000,OO
menjadi Rp5.O23.330.732,OO atau 0,4ool. dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan f)aerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja
Modal Alat Bengkel Bermesin semula Rp3.939.O50.732,O0
bertambah Rp1.084.280.000,00 menjadi
Rp5.O23.330.732,OO, yang hanya tercantum pada Belanja
Modal Alat Bengkel Bermesin semula Rp3.017.389.O41,O0
bertambah Rp1.O84.280.OO0,00 menjadi
Rp4.1O1.669.041,OO pada Sub Kegiatan Pengadaan
Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2Q23, yang
diuraikan pada sub rincian objek belanja:

{l) Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
Rp43.3s3.291,O0; dan

{2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin la.innya semula
Rp3.895.697.441,O0 bertambah Rp1.O84.28O.O0O,OO

menjadi Rp4.97 9.97 7 .44 I,OO ;

d) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula
Rp6.365.967.2O1,OO bertambah Rp1.704.671.295,OO
menjadi Rp8.O7O.638.496,0O atau 0,64% dari total belanja
dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1)Belanja Modal Alat Kantor semula Rp3.221.641.261,00
bertambah Rp 1 .425.9 1 1.94O,OO menjadi
Rp4.647.553.2O 1,0O, yang hanya diuraikan pada sub
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rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula
Rp3.221.64i.261,OO bertambah Rp1.425.911.940,00
menjadi Rpa.647. 553.20 1,00;

(2)Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula
Rp3.144.325.940,00 bertambah Rp278.759.355,00
menjadi Rp3.423.085.295,0O, yang diuraikan ke dalam
rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mebel Rp1.475.692.600,00;

(b) Belanja Modal Alat Pembersih Rpl 14.254.718,00;

(c) Belanja Modal Alat Dapur RpS1.545.600,00; dan

(d) Belanja Modal Alat Rumah Tangga l-ainnya (Home
Use) semula Rp1.5O2.833.022,0O bertambah
Rp278. 759.355,OO menjadi Rp l. 78 l. 592.377,00;

e) Belanja Modal Alat .Studio, Komunikasi, dan Pemancar
semula Rp773.a47.2OO,oo bertambah Rp90. 182.200,00
menjadi Rp864.O29.4O0,OO atau O,O7o/o dalri total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diuraikan pada rincian objek belanja:

(1)Belanja Modal Alat Studio Rp188.357.90O,0O, yang
diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan Stltdio Audio
Rp45.10l.9OO,OO;

(b) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
Rp16.461.8OO,OO;

(c| Bela-nja Modal Alat Studio l.ainnya
Rp126.794.20O,0O;

(2)Belanja Modal Alat Komunikasi Rp450.216.0O0,OO, yang
hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal
Alat Komunikasi lainnya Rp450.2 I 6.000,00; dan

(3) Belanja Modal Peralatan Pemancar semula
Rp I 35.273.3O0,0O bertambah Rp90. I 82.200,00 menjadi
Rp225.455.5OO,O0 yang hanya diuraikan pada sub
rincian objek Belanja Modal Sumber Tenaga semula
Rp I 35.273.3OO,00 bertambah Rp9O. 1 82.2O0,OO menjadi
Rp225.455.5OO,OO;

fl Belanja Modal Komputer semula Rp2.847.235.970,O0
bertambah Rp982.017.10O,O0 menjadi
Rp3.829.253.O7O,O0 atau O,31% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2423, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
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(l)Belanja Modal Komputer Unit semu.la
Rp2.O22.787.1OO,O0 bertambah Rp852.767.0OO,0O
menjadi Rp2.875.554.10O,O0, yang diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Komputer Jaringan semula
Rp640.878.4OO,00 bertambah Rpl28.0OO.0O0,O0
menjadi Rp768.878.4O0,00;

(b) Belanja Modal Personal Computer semula
Rp699.360.4OO,0O bertambah Rp463.882.5O0,00
menjadi Rp1. 163.242.9OO,O0; dan

(c) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula
Rp682.5a8.300,O0 bertambah Rp26O.884.5OO,O0
menjadi Rp943.432.8OO,00;

(2)Belanja Modat Peralatan Komputer semula
Rp824.448.870,0O bertambah Rp129.250.1OO,00
menjadi Rp953.698.97O,OO, yang diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan Personal Computer semula
Rp25.a88.900,00 bertambah Rp61.690.300,O0
menjadi Rp87. 179.200,00;

(b) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp35.999.6OO,0O;
dan

(c) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula
Rp762.960.37O,0O bertambah Rp67.559.8OO,00
menjadi Rp830.52o. 1 70,00;

g) Belanja Modal Alat Keselamatan Ke{a semula
Rp 1 39.544. 3O0,O0 bertambah Rp320. I 84.0O0,OO menjadi
Rp459.728.3OO,OO atau O,04% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yarrg
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Pelindung semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp32O. 184.OOO,O0, yang hanya diuraikan
ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Separu
Lapangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp32O.184.OOO,OO; dan

(2)Belanja Modal Alat SAR Rp139.544.30O,OO, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat
SAR Lainnya Rp 139.544.3OO,O0;



- 115-

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula
Rp76.529.147.564,O0 bertambah Rp1.969.49O.O0O,0O
menjadi Rp78.498.637.564,O0 atau 6,270/o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung semula
Rp72.541.147.564,O0 bertambah Rp1.969.49O.OO0,O0
menjadi Rp74.510.637.564,00 atau 5,9570 dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(l) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula
Rp33.979.620.651,OO bertambah Rp469.370.000,0O
menjadi Rp34.448.99O.651,00, antara lain tercantum
pada belanja:

(a| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp2.642.16O.OO0,0O pada Sub Kegiatan
Pembangunan l,aboratorium Sekolah Dasar; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp4.658.69O.OOO,OO pada Sub Kegiatan Pengadaan
Gedung Kantor atau Bangunan [.ainnya pada Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
Kerja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula
Rp33.233.874.432,00 bertambah Rp I 96.370.0OO,00
menjadi Rp33.430.244.432,0O;

(b) Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan
semula Rp300.0O0.000,O0 bertambah
Rp273.O00.OOO,OO menjadi Rp573.OOO.OO0,0O;

(c) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
Rp200.0OO.0O0,00; dan

(d) Belanja Modal Taman Rp245.746.219,OO.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
semula Rp38.56 I .526.913,00 bertambah
Rpl.5O0.l20.OOO,OO menjadi Rp4O.061.646.913,O0,
yang antara lain tercantum pada:
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(a) Betanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Rp13.653.883.110,00 pada Sub Kegiatan

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Rp8.723. I 28.OO0,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan MasYarakat.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
Tinggal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

(a) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
Rp14.856.430.803,0o;

(b) Belanja Modal Asrama Rp8.723.128.000,0O; dan

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Lainnya semula Rp 14.981 .968. 1 10,00 bertambah
Rp1.5O0. 120.0O0,OO menjadi Rp16.482.088. 1 10,O0;

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
Rp3.988.000.000,O0 atau O,32o/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
hanya diuraikan pada sub kegiatan belanja Belanja Modal
Tugu/Tanda Batas Rp3.988.OO0.000,O0, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar
Rp3.988.00O.0OO,OO, yang antara lain tercantum pada
Belanja Modal Pagar Rp2.883.OOO.OOO,0O pada Sub
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Bandara/Lapangan Udara.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
Rp12r.943.687.801,O0 bertambah Rp4.194.214.473,OO
menjadi Rp126.137.902.274,OO ataru l0,O7o/o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yarlrg
diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula
Rp97.503.349.576,00 bertambah Rp2.706.814.473,00
menjadi Rpl00.2lO.l64.049,OO atau 8,00o/o dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

(1) Belanja Modal Jalan semula Rp9O.176.822.576,OO
bertambah Rp2.542.226.973,OO menjadi
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Rp92.719.O49.549,00, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula

Rp88.950.0O2. 576,00 bertambah Rp695. 1 1 2. 500'00
menjadi RP89.645.1 15.076,00; dan

(b) Belanja Modal Jalan Desa semula

Rp 1.226.820.000,OO bertambah Rp I .847. I I 4.a73,00
menjadi Rp3.073.934.473,00;

(2) Belanja Modal Jembatan semula Rp7.326.527.00O'00
bertambah Rp164.587.500,00 menjadi
Rp7.491.114.5O0,O0, yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya
semula Rp7.326.527.O0O,0O bertambah
Rp I 64. 587.5OO,0O menjadi Rp7.49 1 . 1 I 4.500,O0;

b) Belanja Modal Bangunan Air semula Rpl8.7l l.l4O.225,OO
bertambah Rp1.322.000.000,00 menjadi
Rp20.033.14O.225,OO atau 1,600lo dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(llBelanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan
Penanggulangan Bencana Alam semula
Rp8.889.750.225,O0 bertambah Rp1.O62.650.OO0,00
menjadi Rp9.952.4OO.225,00, yang diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan
Sungai/Pantai semula Rp8.889.750.225,OO
bertambah Rp620.960.0OO,O0 menjadi
Rp9.51O.71O.225,OO;

(b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan Bencana Alam t ainnya semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp441.690.000,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula
Rp9.82r.390.000,0O bertambah Rp259.350.000,00
menjadi Rp 1O.O8O.74O.OOO,OO, yang diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor semula
Rp8. 14 l.39O.0OO,O0 bertambah Rp259.350.0O0,OO
menjadi Rp8.40O.74O.0OO,0O; dan



(b) Belanja Modal Bangunan Air Kotor lainnya
Rpi.680.00o.000,0o;

c! Belanja Modal Instalasi semula RpI.826.226.000,00 tetap

Rp,00 menjadiRp|.826.226.000,00 atau 0,15o/o dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek

belanja:

(1)Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku
Rp200.0O0.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air
Baku tainnya Rp200.OOO,000,00;

(2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
Rp1.626.226.OO0,00, yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp1.626.226.O00,00, yang
hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Rpl.626.226.OOO,OO pada Sub Kegiatan Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Masyarakat.

d) Belanja Modal Jaringan semula Rp3.902.972.0O0,00
bertambah Rp165.40O.000,00 menjadi
Rp4.068.372.O00,OO atau O,32o/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal
Jaringan Air Minum semula Rp3.902.972.OO0,00
bertambah Rp165.400.0O0,00 menjadi
Rp4.O68.372.O00,0O, yang hanya diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Jaringan Pembawa semula
Rp3.902.972.OOO,O0 bertambah Rp165.4O0.OO0,OO
menjadi Rp4.068.372.0OO,OO;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp9O4.096.495,00
bertambah RpI2O.OO0.OOO,OO menjadi Rp 1.O24.096.495,0O
atau O,O87o dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek
belanja:

a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula
Rp6O4.096.495,OO bertambah Rp I 2O.OO0.0O0,OO menjadi
Rp724.O96.495,OO, yang diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak semula
Rp6O4.O96.495,OO bertambah Rp I2O.OOO.OO0,O0 menjadi
Rp724.O96.495,OO, yang diuraikan pada sub rincian objek
belanja:

- 118-
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(l)Belanja Modal Buku Umum semula Rp471'919'655,00
bertambah Rp120'00O.0O0,O0 menjadi

Rp591.919.6s5,00;

(2) Belanja Modal Buku Filsafat Rp 1 .797'070,00;

(3) Belanja Modal Buku Agama Rpl.942.23O,OO;

(4) Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam

Rp24.532.18O,OO;

(5)Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
Rp1O1.346.56o,O0; dan

(6) Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
Rp2.558.80o,00;

b) Belanja Modal Aset Tidak Berwrrjud Rp30O.00O.000,00,
yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal
Aset Tidak Berwujud Rp30O.0O0.0O0,00, yang diuraikan
pada sub rincian objek Belanja Modal Software
Rp3oO.0o0.ooo,OO;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam
rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi
kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari l2 (dua belas) bulan,
digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas
minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Intar Jaya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pcnganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil,
dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri
sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal
30 Maret2O22.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana
kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O06, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.1 t) lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Taht:r' 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan
kendaraan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaar anggaran yang
tercartum Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula
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RpS.534.171.742,OO bertambah Rpl3-329.491,OO menjadi

Rp5.547.50f .233,O0 atau O,44o/o dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan pada

rincian objek belanja:

l) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp5.234.321.742,O0

bertambah Rp13.329.491,0O menjadi Rp5.247.651.233,OO

ataw O,42o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada

Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.059.873.959,O0 pada Sub

Kegiatan Pengadaan Alat KesehatanlAlat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Kedokteran dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan pada sub rincian
objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp161.118.292,OO;

b) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
Kandungan Rp2.072.47 a.OOO,OO; dan

c) Belanja Modal Alat Kedokteran l,ainnya semula
Rp3.0OO.725.45O,O0 bertambah Rp I 3.329.49 1,0O menjadi
Rp3.01a.OSa.941,0O;

2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp299.850.000,O0 atau
0,O2% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yeag hanya diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
Rp2s9.85O.OOO,0O;

3) Belanja Modal Alat l,aboratorium Rp175.699.60O,OO atau
O,O1% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, yatg hanya diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
Rp175.699.6O0,OO, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

a) Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
Rp17.058.800,00; dan

b) Belanja Modal Alat laboratorium Kualitas Udara
Rpl58.640.8OO,OO;;

dianggarkan dalam Rancalgan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dart
dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
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Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga

yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, sekaligus tersdianya pelayanan puma jual unruk
keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian
dalam pelayanan kepada masyarakat.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran :rn88aran atas
beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak
Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka
penanganan COVID- 19 dan dampaknya dengan memperhatikan
kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahtn 2O22.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula
Rpl0.783.384.541,0O bertambah Rp8.614.282.360,OO menjadi
Rp19.397.666.901,OO atau 1,55o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, d,ianggarkan secara
memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang
dihitung secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-
kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 6E
dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, alokasi anggaian Belanja Tidak Terduga juga
memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas
perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi
sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang
terjangkau oleh masyarakat, Pemerintal Daerah Kabupaten Intan
Jaya menyediakan anggaran yang memadai untuk pengendalian
harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

g. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Rp175.74O.721.3OO,O0 atau
l4,O3o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan
Rp175.740.721.3OO,O0, yang hanya diuraikan pada objek Belanja
Banruan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa Rp 175.740.72 1 .3OO,OO, yang hanya diuraikan ke dalam
rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp175.740.72 1.3OO,OO,
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dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam

rangka keqia sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan
manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib

dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya tetap memperhatikan aspek efektivitas,
elisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat
(1I Pemerintah Nomor l2 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus
kepada Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa harus
memperhatikan sisa walrtu dan tahapan pelaksanaan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari
pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat
diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023
sebagaimana maksud butir F.f .f.3t) l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten lntan Jaya harus
mengalokasikan anggarErn belanja bantuan keuangan kepada
Pemerintahan Desa paling sedikit loolo (sepuluh persen) dari DTU
(DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki
desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA
Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada Pasal 72 Undatg-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal
96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b}
(8) dart butir D.16.d.2).b)(9) Lampirar Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 mengalami surplus Rp2.a68.354.363,0O, dirinci
sebagaimana Tabel. l8 sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkal dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Penerimaan
Pembiayaan Rp38.53 1.645.637,00 atau 3,08o/o dari total belanja
daerah. Penerimaan pembiayaan tersebut yaitu Sisa t€bih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp38.531 .645.637,0O.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten lntan Jaya harus
secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah
percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2O23 guna
menghindari potensi besarnya SiLPA pada Ta-hun Angga ran 2O23
walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2O22 tersebut seca-ra persentase
walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2O22 tersebut secara persentase
mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggamn
2O22 Rp7f .O09.096.735,00 atau 6,210/o dari total belanja daerah
Rp|.142.729.058.059,60 dan SiLPA Tahun Anggaran 2O2l
Rp 106.389.296.841,OO atau 9,92o/o dari total belanja daerah
Rp1.072.O9O.325.683,00
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4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang

Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan Pengeluaran

Pembiayaan Rp4 f .OO0.0O0.0O0,O0, yaitu:

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp4O.000.0OO'0O0'00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat
penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program'
kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber
dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana
cadangan. Selain itu, Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan
Kepala Daerah bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang APBD Tahun Anggaran 2O23.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2O24, dapat
membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan scsuai
maksud butir E.3.b.2)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahwn 2A22.

b. Penyertaan Modal Daerah Rp 1.OOO.OOO.OOO,O0, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten lntan Jaya
tentang Penrbahan APBD Tahun Anggaran 2023 sepanjang
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang
ditetapkan s€belum persetqiuan bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana
maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya terlebih dahulu men5rusun analisis investasi sebelum
melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen
dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) La.mpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tehun 2O22.
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Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan

dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi

penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang

tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal

tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Udak

perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana

maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Da-lam

Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

ry. KESESUAIAN RANCANCAN PERATURAN DAERAH TEI.ITANG APBD DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TET.ITANG PENJABARAN

APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 diuraikan dalam Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

dengan RKPD, KUA dan PPAS
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupatea lntan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dan Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan
RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, untuk Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dan
Rancangan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 telah berpedonran pada RKPD, KUA, PPAS
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3lO Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14, sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
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Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya harrs
mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan Perencanaan anggaran

daerah, mulai dari Perubahan RI(PD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS

dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentajrg

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3),

Pasal 31O ayat (1), ayat l2l dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2O14, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15, Pasal 17 ayat {2} Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2OO3 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal

90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Keda Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
damrat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS

disepakati dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat menyesuaikan program,
kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANCAN PERATURAN DAERAH TE}fTANC APBD DAN
R{NCANGAN PERATURAN BUPATI INTAN JAYA TENTANG PENJABARAN
APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian
RPJMD pada Tahun 2023 Rp6O8.80I.48O.OO0,OO sedangkan yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp1.252.4 10.563.688,OO; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2O23
sejumlah 73 program telah sesuar dengan yang tercantum dalam
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 142 program.

vI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, setain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan
APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten lntan Jaya dalam penyusunan
rancang€rn RKPD, rancangan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD
Tahun Anggar an 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangu.nan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9O0.1.15.5-1317 Tahun 2O23 dan pemutakhirannya serta
dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7O Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan
mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas
harga barang dan jasa yang te{angkau oleh masyarakat, Pemerintah
Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah
Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait; dan

2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui
Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan
kebutuhan;

sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Intan Jaya pada
tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua
sebesar 8,4% s.d 1 1 ,57o, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan
khususnya di perdesaan sebesar 23,5olo s.d 24,Oo/o, serta meningkatnya
kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka
sebesar 3,5olo s.d. 3,8olo dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali (re boun d) kond,isi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak
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pandemi COWD-79 serta setelah melalui pembahasan bersama

pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022'

Selain itu, p€nurun.rn kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan

untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk

miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COWD-lg. Untuk itu, strate€fi

utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah

integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan

kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan
pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan
dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua)

strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan
pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan
dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2O09, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b

Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pembahan APBD Tahun
Anggaran 2023 d,on Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 harus berdasarkan pada
ketentuan peraturErn perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24
ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19, dan
disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berekibat
pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai
amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

C. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan,
rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak
memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya agar mengalihkan penggunaannya untuk
mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum
dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2O23 sesuai dengan kewenangan



Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dan/ atau dalam rangka

pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID- 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek

pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib

dalam rangka penanganan dampak inllasi, mengalokasikan alokasi

anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 2oolo (dua

puluh persen) dari total belanja daerah, dan mengalokasikan anggaran

produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya
4oyo (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja
modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

H. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menganggarkan Tambahan
Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya tentang Pcrubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dcngan
berpedoman:

1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi
kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi
jabatan PNS;

2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam
formulasi penganggaran TPP ASN;

3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP
dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN,
menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya secara tidak sah, dan/atau belum
menyelesaikan kerugian negarafdaerah berdasarkan hasil audit dan
rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri atau Inspektorat Daerah; dan

4. Mengingat relatif tinsginya risiko terjadinya korupsi dalam
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah
memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional
dan/atau ASN di Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan
meningkatkan kualitas perenc€rnaan pengadaan barang/jasa yang tepat
waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang
sebesar-besarnya (ualue for maneyl, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan
realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peratural Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

J. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam menganggarkan
percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk
usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40%
(empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja

modal di luar betanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2O22 tanggal 30 Maret 2O22. Sehubungan dengan hal
tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin
terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal
buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan
penggunEran aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi,
danfatau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaaa daerah dalam Perubahal APBD Tahun
Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten lntan Jaya untuk
melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

l. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,
secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan
berbasis teknologi informasi;

2. Menyusun rencana kegiatan / sub kegiatan (roadmapl dengan
penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;

3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi
pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan / su b kegiatan; dan

4. Untuk melakukan asistensi dan Monitoring terhadap yang masih
rendah penyerapErn anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraruran perundang-
undangan.

L. Dalam ra-ngka percepatan pelaksanaan program pengguna€rn kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (baftery electic uehicle) sebagai
kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas
instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Jaya untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan
program dimaksud antara lain yaitu:
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1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi
zrnggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan
program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
(battery electric whicle) sebagai kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorang.rn dinas instansi pemerintahan
daerah;

2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan
p€nggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai (battery electrb uehicle);

3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja
perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery elec'trb uehicle)

sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan
perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-
masing; dan

4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan
prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
(battery electric uehicle/ sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electic Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk
belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten
Intan Jaya harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan
keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaraa 2023 sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Keadaan darurat meliputi:

l. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
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Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/ atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menyediakan alokasi
anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, anLara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2OO6 dan Nomor 8 Tahun 2O06,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama darr Pendirian
Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/6397 /SJ tanggal 25 November 2020 dalam b€ntuk Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan
fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten lntan Jaya mengalokasikan anggaran
dalam rangka penurunan prevalensi sfitnting (pendek dan sangat
pendek) pada anak baduta, penurunan prwalensi kekurungan (under
ueighl)pada anak balita dan menumnnya prevalensi raasfing (kurus)
pada anak balita sebqgnimana diamanatkan dalam butir G.El.a
L,ampiral Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Taburr 2022
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 05O/489O/SJ
tanggal 24 Agustus 2O22;

2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Cubemur, Bupati Intan
Jaya , da.n camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahlur. 2022 dan butir
G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tal:un2022;
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4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan
mengentaskan kemiskinaa, mengurangi deforestasi dan mengakhiri
konllik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat
lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan
penghidupan berketanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 202 1 , sesuai maksud butir G.8l .bw. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22;

5. Mendukung pelaksanaan tugas dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
provinsi/ kabupaten/ kota melalui:

fungsi Tim
Keluarga

a. Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;

b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi
peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, kcluarga
bersilr narkoba, keluarga anti tralficking, dan keluarga yang
melindungi anak dari kekerasan seksual;

c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi
melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan
perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan
pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan
perkoperasian;

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui
Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah,
dan Nyaman dengan mendayagu.nakan lahan/pekarangan
dengan tanaman produktif dan bemilai ekonomi tinggi,
melakukan kampanye program diversilikasi pangan dan
pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka
stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan
pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak
huni/ tata laksana rumah tangga;

e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat kesehat.rn dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropometn, Thermomefer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian ba5ri
(AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera {NKKBS},

Penggerak
(TP.PKK}
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peningkatan peran serta masyaral<at dalam mewujudkan
keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga,
peningkatan peran serta masyarakat unfuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya
keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/
kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada

klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur
p€rencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya juga dapat
menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan
pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek
dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas
penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga
dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu,
pengelolaan 1O (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti
sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma,
dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan
ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan
pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan
rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan
lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan
kapasitas SDM penerima hibah.

6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2O22 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya agar
mengambil langkah- langkah sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub
kegiatan antara lain:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di
dalam Panti;

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
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3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandanga.n dan Pengemis di dalam
Panti;

5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAITZA di dalam
Panti;

6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan AIat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UXM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi;

7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Fenyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota; dan

8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta
penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam
rangka Stabilieasi Pasokan dan Harga Pangan.

b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin
ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Intan Jaya melalui
kegiatan/ sub kegiatan antara lain:

1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas
Kabupaten/ Kota; dan

3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Intan
Jaya terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem melalui kegiatan / sub kegiatan antara lain:

1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.

7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional,
Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya untuk menyediakan
alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan
ekonorni syariah di daerah antara lain mendorong percepatan
pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Kcuangan Sy'ariah
(KDEKS), penyusunan p€raturan daerah terkait pengembangan
Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertilikasi Halal
bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari I
(satu) tahun €rngBar.rn. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi
kriteria paling sedikit:

l) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan I (satu) keluaran
yang memerlukan wakhl penyelesaian lebih dari 12 (dua belas)
bulan; atau

2) Pekedaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, p€nganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
yang

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS,
serta paling sedikit memuat:

1) Nama Kegiatan;

2) Jangka walitu pelaksanaan kegiatan;

3) Jumlah anggaran; dan

4) Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaar kegiatan tahun jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali
kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional
dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, ss[agaimans diamanatkan dalam
Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun
2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya menyediakan
pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang
dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara
proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan
pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang
dimulai tahun 2O22, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan
Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta
stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.4O dan butir G.4 l

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta
Surat Edaran Nomor 9OO.l.9.l 15252/St tanggal 29 September 2023
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Perubahan APBD Tahun
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Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada
ketentuan peratLrran per,undang-undangan.

R. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya
teartang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Ra:rcangan
Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Angaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubemur ini,
berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Intan Jaya dan kebenaran atas informasi dalam dokumen
dimaksud menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Intan
Jaya.
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